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ABSTRAK

IMPLEMENTAS|I STANDAR NASIONAL iNDONESIA (SNI) PADA
USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PENGOLAHAN KERUPUK DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alimahmudah, S.Pi
mahmudah. map@gmail com

Propram Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian 1m1 menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,
dengan maksud memberikan gambaran yang utuh atas pengungkapan kata-kata
tertulis atau lisan dart orang-orang, perilaku yang diamati serta peristiwa dan
fenomena tertentu secara rinci dan mendalam. Tujuan penelitian (a) bagaimana
impiementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah
{(UKM) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat (b) faktor-faktor
yang mempengaruhi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pengolahan
kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Instrumen atau alat penelitian adalah
peneliti itu sendiri dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan
dokumentasi. Dart hasil penelitian didapatkan bahwa (1) Implementasi kebijakan
SNI pada UKM pengelahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat belum
dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan UKM belum melaksanakan proses
pengolahan yang baik sesuai dengan standar yang ada. Hal ini disebabkan UKM
belum memahami art: penting tujuan SNI dan manfaat dari SNI itu sendiri. (2)
Factor-faktor yang mempengaruhi penerapan SNI yaitu factor pendukung yaitu
pemahaman UKM dalam menerapkan SNI harus dikomunikasikan agar UKM
dapat mengetahui tujuan dan sasarannya, disposisi dalam mengembangkan,
memberikan wawasan dari dinas terkait dalam memproduksi hasil olahan yang
sesuai standar, Sedangkan faktor penghambat dalam pencrapan SNI vyaitu
sumberdaya, keberhasilan penerapan SNI harus ada anggaran yang memadat agar
bisa tercapai dan struktur organisasi harus berjalan sesuai dengan standar
operating prosedur.

Kata kunci : Standar Nasional Indonesia (SN}, Usaha Kecil Menengah (UKM),
Pengolahan Kerupuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43635.pdf

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD (SNI)
ON MEDIUM SMALL BUSINESS (SME) PROCESSING OF KERUPUK
IN KOTAWARINGIN BARAT

Alimahmudah, S.Pi
mahmudah map@gmail.com

Graduate Studies Program
Open University

This research uses descriptive method with qualitative appr oach, with the
intention of giving a complete picture of the expressions of the written or spoken
words of the people, observed behaviors as well as specific events and phenomena
in detail and in depth. The purpose of the study (a) how the implementation of
Indonesian National Standard (SN/) on Small and Medium Enterprises (SMF)
processing crackers in West Kotawaringin regency (b) what factors affect the
application of Indonesian National Standard (SN/) processing crackers in West
Kotawaringin regency. The instrument or rescarch tool is the researcher himself
and the daia obiained from the observation, inierview and documentaiton. From
the results of the research found that (1) Implementation of SNI policy on SMEs
processing crackers in West Kotawaringin Regency has not been implemented
optimally. Because SMEs have not implemented a good processing in accordance
with existing standards. This is because SMEs have not understood the
importance of the purpose of SNI and thc bencfits of SNI itself. (2) Factors
influencing the application of SNI namely the supporting factor is the
understanding of SMEs in applying SNI must be communicated to the SMEs to
know the goals and objeetives, disposition in developing, providing insight from
related departments in producing standardized processed products. While the
inhibiting factor in the application of SNI is resources, successful implementation
of SNI must have adequate budget to be achieved, and the organizational structure
must proceed in accordance with standard operating procedures.

Keywords: Indonesian Nasional Standard (SN/), Medium Small Enterprises
(UKM), Kerupuk Processing
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A, Deskripsi Objek Penelitian
1. Letak Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten yang
merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis
terletak diantara: 1°19° sampai 3° 36’ Lintang Selatan, 110° 25’ sampai
dengan 112° 50’ Bujur Timur. Terletak diantara tiga Kabupaten tetangga
yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan.
Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 7,01 persen dan fuas
propinsi Katimantan Tengah setara atau dengan 10,759 Km?,

Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleb seocrang Bupati dibantu
dengan wakilnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terdini dari 6
Kecamatan, 13 Kelurahan dan 81 Desa. Kecamatan Kotawaringin Lama
memiliki 15 Desa, 2 Kelurahan, dan beribukota Kecamatan di
Kotawaringin. Kecamatan Arut Selatan memiliki 13 Desa, 7 Kelurahan serta
beribukota di Pangkalan Bun. Kecamatan Kumgai memiliki 15 Desa, 3
Kelurahan dan beribukota di Kumai. Kecamatan Pangkalan Banteng
mermiliki 17 Desa dan benbukota di Karang Mulya. Kecamatan Pangkalan
Lada memiliki 11 Desa dan beribukota di Pandu Sanjaya. Kecamatan Arut

Utara memiliki 10 Desa, 1 Kelurahan dan beribukota Pangkut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Tabel 4.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan
Kecamatan Luas (KM?) Persentase terhadap Luas
Kabupaten
1. Kotawaringin Lama 1.218 11,32
2. Arut Selatan 2.400 22,31
3. Kumai 292) 27,13
4. Pangkalan Banteng 1.306 12,14
5. Pangkalan Lada 229 2,13
6. Arut Utara 2,685 2456
Jumiah 10.759 100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2016

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

» Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupater. Lamandau

» Sebelab Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

» Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan

» Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan

proyeksi penduduk Tahun 2016 sebanyak 286,714 jiwa yang terdiri atas

laki-laki sebanyak 151.891 jiwa dan jumlah perempuan scbanyak 134.823

jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016

sebesar 3,08 jiwa/km® dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4

orang. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pangkaltan Lada

dengan kepadatan sebesar 146 jiwa/km” dan terendah di Kecamatan Arut

Utara sebesar 7 jiwa/km’,
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk
Kotawaringin Barat menurut Kecamatan Tahun 2014-2016

Laju
Pertumbuhan
No Kecamatan Tahun Tahun Tahun Penduduk
2014 2015 2016 Tahun

2015-2016
0 @ 6 @ ® ©
1 Kotawaringin Lama | 18695 | 19.157 19615 2,39
2 Arut Selatan 111,658 [ 114952 [ 118.256 | 2,87
3 Kumai 52534 54 015 55495 2,73

4 Pangkalan Banteng 37.231 38.993 40806 | 4,65

a

5 Pangkalan Lada 31.589 |324%4 [33400 |279
6 Arut Utara 17.922 18.530 19,142 | 3,30
Kotawaringin Barat 269,629 | 278.141 | 286.714 | 3,08

¥

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan lahan merupakan indicator intensitas pemanfaatan ruang,
Penggunaan lahan yang kompleks akan menunjukkan intensitas
pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula
digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di
wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih
didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaaan tanah/iahan
didominasi oieh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah,
ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dala lain-lain, sebagaimana
terlihat pada table berikut:
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No Jenis Penggunaan Lahan Luas {Ha) %

! | Hutan Lebat 513.917,11 52,11

2 | Ladang/Tegalan 35.635,55 3,61 o
3 | Perairan 11.258,94 1,14

4 | Alang-Alang 33.968.94 3,44

5 | Semak 46.722,67 4,74

6 | Hutan Belukar 167.255,64 16,96

7 | Kebun Sejenis £.201,72 0,83

8 | Pemukiman/Kampung 13.042,39 1,32

9 | Kebun Campuran 54 984 28 5,57
10 | Perkebunan Besar 101.299.57 10,27

Jumlah 986.286,49 100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh

terhadap penpalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh

Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan

tersebut seperti pertanian, perkebunan, kebutanan dan perumahan. Adapun

jenis lahan/tanah yang terdapat diwilayah Kecamatan Kumai meliputi:

lotosal, komplek podsolik merah kuning-podsol, laterik, alluvial, regosol

podsol, organosal serta danau atau rawa-rawa.

Berdasarkan deskripsi wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang

memiliki potensi untuk dikembangkan sebapai kawasan budidaya seperti

perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangar dan lain-lain

dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
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4. Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur ekonomi yang dibangun oleh lapangan usaha produksi akan
bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB (Nilai
Tambah Bruto) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu
daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar
pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi
tersebut.

Struktur perekonomian Kotawaringin Barat didominasi tiga sector
yaitu sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sector Industri Pengolahan
serta sector Perdagangan, Restoran dan Hotel. Melihat besamya kontribusi
Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kotawaringin
Barat menunjukan bahwa ekonomi Kotawaringin Barat masih tergantung
pada sumber daya alam (resource base). Telah terjadi pergeseran struktur
ekonomi pada masyarakat Kotawaringin Barat dan sector Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan ke sektor ekonomi lainnya. Hal ini terlihat dari
pergeseran besarnya peranan masing-masing sector ini  terhadap
pembentukan PDRB Kotawaringin Barat. Sektor Pertanian, Kebutanan dan
Perikanan perlahan-lahan mepurun diiningi dengan kenaikan pada sector
Industri Pengolahan, sector Perdagangan, Restoran dan Hotel serta beberapa

sector lain yang mengalami penambahan kontribusi dari tahun ke tahun.
5. Keadaan Umum Perikanan

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten yang memiliki

potensi sumberdaya perikanan yang besar baik perikanan laut maupun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




63 43635.pdf

perikanan air tawar, BPS mencatat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan
panjang pantai 178 km, luas wilayah laut 341760 km’ dan areal
penangkapan ikan diperairan umum 135.000 ha. Sementara ity, produksi
perikanan tangkap pada tahun 2017 di laut mencapai 20.813,94 ton atau

80,5%. Potensi ini memungkinkan Kabupaten Kotawaringin Barat

mengembangkan sector usaha perikanan,

Tabel 4.4 Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Garat Tahun

2017
Tahun Budidaya Perairan Perairan Laut Total
Umum
2017 4.962.07 2.886,49 12.965,38 20.813,94
2016 5.129.69 391830 10.874,40 16922.39
2015 1.392,44 2.008,67 12.165,80 15.566,91
2014 2.822,60 1.172,19 9.511,90 13.506,70

Sumber: Kabupaten Kotawaﬁngin%arat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel di atas memperlihatkan produksi perikanan tangkap Kabupaten
Kotawaringin Barat 80,5% nya dihasilkan di Kecamatan Kumai sebagai
Kecamatan di wilayah pesisir yang berasal dari penangkapan ikan di laut.
Sebagai wilayah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat,
K ecamatan Kumai juga mengembangkan usaha pengolahan ikan.

Potensi usaha budidaya tambak tzhun 2017 di Kabupaten
Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari luasan tersebut yang sudah
diusahakan dan aktif beroperasi seluas 93,63 ha atau sebanyak 362 Rumah
Tangga Perikanan (RTP), Selain itu pengembangan usaha perikanan
mencatat 28 unit pengolahan ikan yang terdiri dari 14 usaha skala mikro, 9

usaha skala kecil, 4 usaha skala menengah dan 1 usaha skala besar, secara
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keseluruhan pada tahun 2017 berproduksi sebanyak 28.260 kg produk per
bulan. Sebagian besar adalah pengolahan hasil lawt yang berlokasi di
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah ini semakin
meningkat ditandai dengan masuknya permohonan pembinaan dari 14 usaha
skala mikro pengolahan ikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten
Kotawaringin Barat pada tahun 2017.

Tabel 4.5 Data Pioduksi Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2017

No Jenis Hasil Tahun

Produksi 2013 2014 2015 2016 2017

Olahan
1. Produksi Segar { 2,243.5 2,5813 29192 |3,257.1 3,595.0
2. Produksi Beku 300.0 360.0 4200 480.0 620.0
3. | Pindang 9681 10199 [1,0718 |1,1236 |1,1755
4, Terasi 4854 5120 538.6 565.2 591.7
5. Tkan Asin 1,855.0 18238 1,7925 1,7612 1,940.5
6. Peda 5497 5653 5808 596.4 6119
1. Lain-lain 48228 4944 3 50658 51873 5,308.7
Jumlah 112245 118066 {12,388.7 12,970.7 1 13,6328

Sumber: Data Statistik Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2017

Usaha pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Kumai mengalami
perkembangan cukup pesat dengan produk cukup besar. Produksi olahan
tersebut di dominasi produksi olahan usaha ramah tangga (home industry),

baik dalam bentuk kelompok usaha maupun perorangan.
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B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Standar Nasional Indomesia (SNI) pada Usaha Kecil
Menengah (UKM) Pengolahan Kerupuk

Penetapan standardisasi produk sangat penting dalam rangka
meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen. Maka, SNI
bukanlah suatu kebijakan pemerintah yang menahan produk-produk luar
negerni untuk masuk dan bersaing di dalam negeri melainkan adalah untuk
melindungi kepentingan bukum konsumen yang tidak lain adalah
masyarakat dalam negeri sendin. Kepentingan hukum tersebut adalah
jaminan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang
berkualitas batk.

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, SNI yang
berkaitan dengan kepentingan keschatan, keselamatan, keamanan, dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup (selanjutnya disebut K3L), atau atas
dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Berdasarkan
alasan di atas meka Kementerian Pernindustman telah memberlakukan
penerapan: beberapa SNI secara wajib. Penerapan standar memerlukan
prasarana tcknis dan institusional meliputi standar produk dan standar
pendukungnya (cara uji, cara penpgukuran, dsb), lembaga penilaian
kesesuaian '(ser.ﬁﬁkasi sistem mutu, sertifikasi personil, inspeksi,
laboratorium uji dan kalibrasi), dan peraturan perundang-undangannya
sendiri.

Implementasi kebijakan SNI pengolahan kerupuk yang dilakukan olch

pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini
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masih belum dijalankan secara optimal, karena pengolah belum menjiwai
makna dan manfaat dari SNI, termasuk implementasikan SNI secara benar
dalam pengolahan kerupuk. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi
SNI yang belum optimal dijalankan oleh pemerintah daerah. Dan
pengamatan di lapangan faktor tersebut masih banyak penyimpangan yang
terjadi dalam melakukan proses pengolahan kerupuk baik dari aspeck GMP
maupun SSOP.

GMP merupakan suvatu pedoman bagi mdustr pangan, untuk
memproduksi makanan dan minumna yang baik. GMP menurut keputusan
Menteri Kesechatan Nomor 23/MENKES/1/1978 tentang cara produksi
makanan yang baik meliputi: lokasi dan lingkungan, bangunan, mutu
produk akhir, peralatan produksi, bahan baku, hygiene karyawan, fasilitas
sanitasi, pelabelan, wadah kemasan, penyimpapan, pemeliharasn dan
program sanitasi, serta laboratorium dan pemeriksaan.

GMP menghasilkan produk akbir yang aman, bermutv, dan sesuai
selera konsumen serta menghasilkan pangan yang layak, aman dikonsumsi
sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional.

Prinsip dasar Good Manufacturing Practices (GMP) adalah mutu dan
keamanan produk tidak dapat dihasilkan hanya dengan pengujian
(inspection/testing), namun harus menjadi satu kesatuan dar proses
produksi.

Dari hasil pengamatan dilapangan aspek GMP hanya instrumen
Syarifah Salmah yang sudah menerapkan standar dengan baik dalam

menghasilkan produk yang bermutu dan terjamin kualitas. Instramen ini
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tahu dan paham arti pentingnya GMP dalam proses produksi yang
merupakan salah satu persyaratan penting untuk mutu olahan yang
dijalankan. Produk yang aman tidak hanya dari bahan baku yang diolah saja
tetapi mulai dari memilih bahan baku, cara proses mengolahnya sampai
dengan penanganan distribusi produk dengan baik.

Sedangkan pengolah kerupuk yang lain dalam menerapkan SNI
pengolahan kerupuk masih kurang kesadaran dalam pelaksanaannya karena
kurangnya dimiliki wawasana dan ketrampilan yang dimiliki karyawan
sehingga cara mengolah kerupuk dengan caranya sendiri tanpa mengetahui
aspek-aspeck yang harus dijalankan untuk mengh=silkan produk yang
bermutu. Pengawasan dalam memproduksi kerupuk harus benar-benar di
awasi oleh pemilih supaya hal-hal terjadi ada dalam penyimpangan dapat di
kendalikan.

Hasi! pengamatan ini bahwa pengolah kerupuk di Kabupaten
Kotawaringin Barat hanya satu pengolah kerupuk yang sudah memenuhi
standar yang sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia. Dan
instrumen lainnya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi baik tata
ruang, lingkungan pengolahan, peralatan, kebersihan dalam mengolah dan
alur proses pengolahan yang masih kontaminasi silang, dikarena pengolah
kerupuk ini belum mempunyai rumah produksi sendiri, dan kenyataan
dilapangan masih bergabung jadi satu dengan dapur keluarga dalam
mengolah kerupuknya.

Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) adalah suvatu

prosedur sanitasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan mencakup
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kebiasaan atau standar perusahaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan,
Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) merupakan salah satu
persyaratan kelayakan dasar yang dimaksudkan untuk melakukan
pengawasan terhadap kondisi lingkungan agar tidak menjadi sumber
kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan, (Direktorat Jenderal
Perikanan, 2000).

Penerapan SSOP pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten
Kotawaringin Barat khususnya Kecamatan Kumai masih belum optimal
dalam pelaksanaannya. Dalam penerapan SSOP ada 8 aspek yang harus
dilaksanakan dalam memenuhi aspek sanitasi yaitu: keamanan air, sanitasi,
kontaminasi silang, sanitasi karyawan, pencegahan pencampuran bahan
beracun, pelabelan dan penyimpanan, kesehatan karyawan, pengawasan
binatang pengganggu (pest control).

Dani hasil pengamatan pengolah kerupuk dilapangan dalam
menerapkan aspek SSOP masih ditemukan penyimpangan yang dilakukan
saat proses mengolah kerupuk. Dengan kurangnya kesadaran dalam
menerapkan SSOP para pengolah harus sering dibina dan diingatkan agar
aspek SSOP ini harus dijalankan sebagai dasar layaknya produk yang
dihasilkan agar terjamin mutunya.

Dalam hal memproduksi svatu produk yang aman dan terjamin
mutunya perlu diterapkan prinsip-prinsip SSOP yang harus diterapkan
dalam mengelolahnya yang mempunyai 8 aspek yang harus dijalankan
secara tertib oleh semua pengolah yang menghasitkan suatu produk yang

benar-benar hygiene dan aman dikonsumsi. Prinsip—prinsip yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



463835.pdf

diperhatian dalam penerapan SSOP mulai darn penerimaan bahan baku,
proses mengolahnya sampai penyimpanan dan distribusi produk yang
memenuhi standar sanitasi.

Adapun hasil wawancara dan pengamatan instrumen mengenai
pelaksanaan dalam menjalankan syarat SNI pengolahan kerupuk:

“salah satu syarat SNI harus sudah menjalankan GMP ini harus

dilakukan mulai pembersihan alat pengolahan sesudah dan sebelum

dipakai harus bersihkan, kebersihan karyawan dalam proses
pengolahan harus dijaga mulai menerima bahan mentah sampai
menjadi produk siap di pasarkan. Selain itu juga menjalankan SSOP
kalau ditempat saya menghindar kontaminasi silang agar produk yang
diolah tidak tercemar dengan bahan-bahan lain, saya juga mengawast
langsung prosesnya. Supaya nantinya proses produksi kerupuk ini
mulai awal dari bahan mentah/bahan baku, pengolahan, pengemasan,
sampal pemasaran penanganannya harus dengan baik, dengan
menjalankan GMP dan SSOP yang sesuai standar dan hasil uji produk
sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka SNI sudah saya
dapatkan. Dengan SNI kerupuk saya ini membuktikan bahwa kerupuk
saya sudah aman dan terjamin mutunya untuk dipasarkan baik
didalam maupun ke luar negen”. (Wawancara Syarifah

Salmah/pengolah, 13 Januari 2018)

Pengolah tersebut diatas sudah menjalankan syarat-syarat SNI mulai
tahun 2013, pengolah ini memang semangat dan mempunyai motivasi tinggi
dalam mengembangkan usahanya, karena terlihat setiap pembinaan dari
dinas terkait atas saran atau inasukan selalu di terima dengan baik demi
memajukan usaha yang dijalankan. Dengan menjalankan syarat SNI produk
kerupuk ini sudah dipasarkan kemana-mana dan pemintaan dari bulan ke
bulan selalu meningkat, bahkan sering kehabisan stok yang disebabkan
kekurangan bahan baku ikan tenggiri yang dipengaruhi oleh musim. Awal
menjalankan syarat SNI memang kesulitan terutama disiplin karyawan
dalam menjalankan aspek GMP dan aspek SSOP yang harus benar-benar

dijalankan dengan baik. Semua butuh pengorbanan dan waktu untuk
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mencapai sesuatu yang baik demi mendapatkan SNI kerupuk agar produk
yang di olah aman dan berkualitas. Selain instrument Syarifah Salmah yang
sudah berkembang sedangkan instrument lain ini juga memproduksi
kerupuk tenggir, berikut hasil wawancaranya:
“kalau saya saat ini melaksanakan syarat SNI belum bisa, masih berat
karena banyak yang harus dipersiapkan, tidak mudah pengolah seperti
saya bisa menjalankan syarat SNI”. (wawancara Jumariyah/pengolah,
tanggal 20 Januan 2018)
“bagiku susah mengolah dengan ketentuan sesuai dengan prosedur
mulai bahan baku, mengolah, merebus, menjemur, mengemas sampai
dipasarkan harus dijaga dengan baik, merepotkan kalau memakai
syarat SNI  proses  produksinya lama”. (Wawancara
Hj.Mardiana/pengolah, tanggal 9 Januari 2018)
“bagi saya terlalu jauh untuk menuju kesitu, yang penting saya
menjalankan pengolahan kerupuk ini menjaga kebersihan mulai awatl
mengolah sampai akhir kerupuk bisa dipasarkan dan aman dapat
konsumsi”. (wawancara Rosdiana/pengolah, tanggat 8 Januari 2018)
Dari hasil wawancra ketiga pengolah tersebut dalam menjalankan
syarat SNI para pelaku usaha masih belum mampu secara keseluruhan
dalam menjalankan sehari-bari pada saat proses pengolahan karena
kemampuan para pengolah sendin masih pas-pasan dularn memproduksi
kerupuk baik dari segi keuangan maupun dari segi sarana maupun prasarana
yang dimiliki. Dengan keadaan seperti itu para pengolah ini mengolah
dengan peralatan seadanyai yang penting hasil produk laku dipasarkan dan
hasiinya bisa membantu perekonomian keluarga. Menjalankan syarat SNI
ini dalam mengolah kerupuk harus mempunyai rumah produksi sendiri

pisah dengan tempat tinggal atau pisah dari dapur ramah tangga sedangkan

pengolah yang skala mikro kecil ini masih jadi satu dengan dapur rumah
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tangga. Adapun wawancara tanggapan pelaksanaan syarat SNI untuk para
pengolah kerupuk kepada aparatur daerah sebagai berikut;

“Kami mendukung saja, memang scharusnya pengolah kerupuk
menerapkan SNI dalam proses produksinya, tetapi penerapan itu tidak
mudah harus bertahap dan butuh waktu lama untuk menjalankan.
Apalagi melihat UKM kita ini sangat minim sarana dan prasarananya,
sumberdaya manusianya ini menjadi hambatan bagi mereka. Kami
dari dinas mendukung dalam pembinaan dan apabila dalam
pengurusan surat-menyurat yang diperiukan UKM dan mempenmudah
mercka apapun yang mereka butuhkan kepada kami, contohnya
kemaren dari dinas perindag mengratiskan sertifikas: halal bagi UKM
ini merupakan dukungan dani kami agar UKM bisa maju dan
berkembang”. (Wawancara Philipus/Kabid. UKM dan Pasar Tanggal 2
Pebruari 2018)

“kami selalu memberi dukungan dengan setiap bulan kami ke lokasi
pengolah dengan kami datang memberi scmangat dan motivasi
mereka tetap mengoiah dengan memperhatikan kebersihannya, syarat
SNI imi tidak mudab diterapkan, dan banyak syarat yang harus
dipenuhi tetapi semua it harus pelan-pelan dijalankan oleh semua
pengolah”. (wawancara, John Heriono/Kasi. APKUP, tanggal 26
Januari 2018)

Dari hasil wawancara dua dinas terkait memang harus ada kerjasama
antara pemerintah dengan para pengolah agar dalam menjalankan usaha
harus didukung sarana dan prasarananya ini yang menjadi terpenting dalam
mengembangkan usaha. Dilihat kondisi pengolah yang ada ini kenyataannya
memang sarana dan prasarana masih minim yang diniliki untuok
mengembangkan usahanya. Sehingga mereka ini mengolzh kerupuk dengan
apa adanya, yang penting menghasilkan produk aman dikonsumsi
konsumen. Sebagai aparatur daerah tidak bisa berbuat apa-apa kalau dalam
pelaksanaan tidak bisa membantu fasilitas yang dibutuhkan para pengolah

terutama bantuan alat pengolahan, sedangkan dari dinas sekarang ini hanya

melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pengolah dalam
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mengembangkan usahanya. Ini hasil wawancara dan aparat desa mengenai
syarat SNI bagi para pengolah:
“saya harus mendukung, mendampingi dan memonitoring agar
mereka ini diperhatikan dan Desa, apapun yang diperlukan selagi
Desa bisa membantu kami bantu. saya sudah tahu SNI bagi
pengolahan, apalagi di Desa ini sudah ada pengolah yang sudah
mendapatkan SNI, ini merupakan kebanggaan bagi desa untuk
mejunjung nama desa semakin dikenal banyak orang, dengan adanya
pengolah ibu syarifah ini saya medukung untuk selalu
mempertahankan produk kerupuknya agar tetap dijaga kwalitasnya.
Saya mengetahui proses mendapatkan SNI imi tidak mudah, butuh
waktu dan proscs lama, tetapi dengan kegigihan dan mctivasi yang
tinggi pengolah ini terus berjuang untuk mendapatkan SNI. Pengolah
itu harus jangan patah menyerah dalam menghasiikan produknya,
kalau bisa dari tahun ke tahun harus ada peningkatan agar
perekonomian desa juga ikut berkembang, Desa ini siap menfasilitasi
baik uphuk pelatthan maupun sosialisasi tentang SNI dalam
memngkatkan perkembangan mutu pengolahan kerupuk”. (wawancara
Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan tanggal 31 Januari 2018)
Semua penpolah disini dalam menjalankan usahanya perlu
pendampingan agar dalam mengembangkan usaha diperhatikan baik dari
aparat setempat maupun dari dinas terkait. Sebagai aparat desa semestinya
memperhatikan kegiatan yang dilakukan masyarakamya terutama bagi para
pengolah usaha mikro dan kecil ini. Dengan adanya peugolah ini desa
merasa seuang karena produk yang dipasarkan akan membawa nama baik
desa juga, meskipun hasil olaban yang dipromosikan ini ada yang sudah
berkembang dan ada yang mulai berkembang. Misalkan pengolah yang
sudah menjalankan SNI ini pertumbuhan produksinya selalu meningkat darni
bulan ke bulan dibandingkan pengolah yang belum menjalankan SNI
Tetapi semua itu harus didukung agar kedepannya sama-sama berkembang
dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan desa itu sendin. Disist lain

ada aparat setempat diwialayahnya tidak mengerti tentang SNI terhadap

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43635.pdf
73

masyarakanyat yang menjalankan usaha pengolahan kerupuk, berikut hasil

wawdancara:

“saya tidak tahu SNI itu apa bagi pengolahan kerupuk, karcna saya
menjadi aparat disini juga baru 1 tahun, saya cuma mengetahui saja
kalau disini banyak pengolahan yang dilakukan masyarakat, pada
dasammya saya mendukung apapun yang dilakukan oleh warga
dikelurahan ini, sedangkan cara penerapan dan syarat SNI terus terang
saya tidak tahu”. (wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir tanggal
24 Januari 2018)

Dalam menjalankan syarat SNI pengolahan kerupuk di Kabupaten
Kotawaringin Barat ini para pengolah masih belum optimal menjalankan
sesuai yang di syaratkan untuk menerapkan standar produk yang dihasilkan
para pelaku usaha, pemenintah harus ikut andil dalam meniberikan jaminan
keamanan dan mutu bagi konsumen dan membangun persaingan yang schat
pada pelaku usaha. Oleh karena itu standar yang diberikan untuk
mengetahui kreteria keamanan dan kualitas produk yang harus sesuai
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemerintah sebagai control
dalam memastikan jenis-jenis produk yang beredar di pasar apakah sudah
layak produk tersebut di konsumsi oleh semua konsumen,

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebapgai suatu aktivitas
pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk
mencapai tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public tidak boleh
berientangan dengan praktek-praktck social yang sudah ada dalam
masyarakat schuigga mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untck

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional
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serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana
yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada bhakikatnya juga
upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program
dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang
bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, mamun juga
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran
praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Adapun factor-faktor yang mempengarvhi implementasi Standar
Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat
dianalisa 2 faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor tersebut
meliputi pendukung dan penghambat dalam menerapkan standar nasional
Indonesia pada usaha kecil menengah pada pengolahan kerupuk. Adapun
hasil wawancara dilapangan mengenai dukungan pemerintah daerah melalui
instansi/lembaga terkait dalam penerapan SNI bagi pengolahan kerupuk:

“dalamn menerapkan SNI untuk pengolah kami sangat mendukung,

menfasilitasi apa yang diperfukan pengolah selagi kami bisa

membantunya, kenyataan dilapangan pengolah yang di Kabupaten
ini mayoritas belum sampai kearah SNI, mayoritas ijin yang dimiliki

P-IRT dari Dinas Kesehatan, dan halal dari MUT bagi saya sudah

layak dikonsumsi secara lokal, apabila sudah ada yang SNI kami

bangga dan kami dampingi dan membinanya agar usahanya terus

berkembang”. (Wawancara Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, 2

Pebruari 2018)

Semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten ini harus di dukung dari
dinas terkait karena tanpa adanya para pelaku usaha ini dinas juga tidak ada
laporan dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menyejahterakan
masyarakat Kabupaten. Mengenai masalah penerapan SNI bagi para

pengolah ini harus ada bimbingan dan wawasan pengetahuan dulu dari para
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pelaku usaha agar tidak kaget dengan adanya penerapan SNI itu sendiri

dalam menjamin suatu produk yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi

masyarakat. Hal ini sependapat dengan wawancara:
“dukungan yang saya berikan kepada pengolah yang sudah/belum
SNI selalu saya dampingi dan bina mulai pengajuan SNI sampai
hasilnya keluar SNI, kami selalu berusaha membantu pengolah yang
ingin mendapat SNI baik memperbaiki sarana dan prasarana yang
harus dilengkapi dalam penerapan SNI, kalau yang belum SNI kami
Jjuga membina agar yang lain tetap bersemangat pelan-pelan ikut
melaksanakan dan berjuang untuk mendapatkan SNI”. (John
Heriono/Kasi APKUP, 26 Januari 2018)

Dari hasil wawancara terscbut bahwa dinas mendukung apapun yang
dijalankan para pengolah ini untuk mengembangkan uzahanya. Pengolah ini
harus didampingi agar bersemangat dalam menjalankan pengolah dengan
adanya pembinaan pengolah mendapat wawasan tentang bagaimana
pengolahan yang baik menurut aturan pemerintah, dengan cara tersebut
selain merasa diperhatikan oleh dinas para pengolah ini juga kita perhatikan
dan monitoring agar usaha yang dijalankan terus berkembang Untuk
menjalankan syarat SNI semua butvh waktu dan proses untuk
melaksanakan, tetapi sebagai aparatur pemerintah selalu mengingatkan dan
memberi pengetahuan bahwa tujuan dan manfaat SNI ini sangat bagus
untuk kedepannya dalam mengembangkan usaha. Seperti tahun kemnaren
dari dinas Perindag menfasilitasi sertifikat halal dari MUI gratis bagi para
pengolah dengan ini kami mendukung untuk para pelaku nsaha tetap terus
berkembang. Selain dukungan dari instansi terkait ada dukungan dari

aparatur desa dalam mengembangkan usahanya, ini hasil wawancara:

“sebagai aparat saya harus mendukung aktivitas yang dilakukan oleh
warga saya, apalagi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi yang
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ada di kelurahan ini, semampu saya akan membantu selagi
dibutuhkan pengolah”. (wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir,
24 Januari 2018)

Dalam mengembangkan usaha para pengolah ini perlu didukung
apar mereka ini semangat dalam memajukan usaha yang dijalani. Apapun
yang dilakukan para pengolah ini membantu perekonomian keluarga agar
meningkat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan melakukan
pengolahan ini kesejahteraan bisa meningkat meskipun pengolahan yang
dilakukan masih tradisional dan sarana dan prasarana yang dimiliki masih
minim, dengan keadaan seperti itu semangat untuk mengotah para ibu-ibu
ini tetap tinggi demi menmgkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sini
pelaku usaha masth belum optimal melaksanakan penerapan SNI yang
sesuai dengan standar pemenntah, karena pelaku wsaha im beranggapan
bahwa hasil produk olahan yang selamia ini dihasilkan aman dikonsumsi
konsumen dengan bukti tidak ada masalah pada saat dipasarkan. Berikut
hasil wawancara dengan aparat setempat mengenai penerapan SNI terhadap
pengolah:

“ya mensosialisasikan agar dalam mengolah harus sesuai yang

disyaratkan pemerintah, tetapi tidak bisa pengolah-pengolah

diharusnya sesuai standar karena kemampuan beda-beda rata-rata
pengolah disini mengandalkan peralatan yang dimiliki yang menjadi
sarana unfuk mengolah kerupuk” (Mulkam/Kepala Desa Sungai

Kapitan, 31 Januvan 2018)

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa implementasi kebijakan
Standar Nasional Indonesia pada usaha kecil dan menengah pengolahan

kerupuk sudah pemah ada ini mengisyaratkan adanya komunikasi antara

pemerintah dengan pelaku usaha. Tetapi implementasi in1 kurang memaknai
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dihati pelaku usaha kerupuk dalam pentingnya mempraktekkan
implementasi SNI dalam proses pengolahan kerupuk.

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa
yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-
olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya,
tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak
akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,
Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan
dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu
sendir.

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk
meugadminisirasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat
atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabaticr dalam Widodo (2010:87)

Para pengolah kerupuk dalam proses pengolahannya cukup paham
dslam menjelaskan prosedur mengolah kerupuk yang dijalani sehari-hari.
Tetapi apakah selama ini proses produksi selalu di monitoring atau dt bina
dengan dinas terkait untuk mengembangkan dan memberi wawasan supaya
memproduksi hasil olahannya harus oenar-benar sesuai prosedur atau
standar vang disyaratkan oleh pemerintah. Berikut hasil wawancara kepada
instrumen:

“prosedurnya kalau mengolah/meinproduksi kerupuk tidak boleh
bolak-balik, tapi dalam prakteknya masih belum bisa saya lakukan

karena tenipat mengolah masth jadi satu rumah”. (Wawancara Umti
Kalsum/pengolah tanggai 13 Januan 2018)
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Pengolah diatas im dalam memproduksi kerupuk cukup besar tetapi
proses pengolahannya masih satu ruangan dengan dapur dengan kata lain
belum mempunyai rumah produksi sendiri. Pengolah ini tahu kalau
usahanya tidak sesuai dengan prosedur, apabila pada saat proses produksi
memakai prosedur sesuai standar yang ada bagi malah lama dan ribet. Hal
ini sependapat dengan pengolah yang lain:

“saya tidak menjalankan sesuai dengan prosedur harus ini itu, malas

saya mengolah sesuai dengan kehendakku sendiri, malas saya diatur

harus begini begitu malah ribet dan lama selesai mengolah™.

(wawancara Masitah/pengolah tanggal 21 Januari 2018)

“saya mengolah kerupuk tidak memakai prosedur yang dianjurkan

pemerintah bagi saya mbet yang penting saya mengolah dengan

menjaga kebersihan”. (Wawancara Samsul Badriyah/pengolah, 14

Januari 2018)

Dari hasil wawancara kedua pengolah dan pengamatan di lapangan
bahwa pengolah ini belum melakukan prosedur dalam mengembangkan
usaha yang dijalani, meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki masih
banyak kekurangan tetapi dengan sikap kemauan dan semangat untuk ingin
maju sangat tinggi menjadi pendorong agar usaha ini lebih berkembang.
Prosedur ini tnjuannya untuk memudahkan kegiatan dalam bekerja bukan
malah menjadi penghambat dalam melaksanakan proses produksi.

Dalam pelaksanaannya standar ini menjadi sebuah acuan bagi para
pelaku usaha sebagai standar dalam melaksanakan proses mengolah
kerupuk. Standar ini harus dipublikasikan kepada pelaku usaha kerupuk,
baik melalui pembinaan, media cetak maupun media elektrontk sehingga

semua pelaku usaha yang ingin mengetahuni standar yang memnuhi syarat

dari pemerintah bisa memahami prosedur mengenai bagaimana penerapan
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standar yang benar, tentang mekanisme/prosedur pengolaban, penyimpanan,
pelabelan, distribusi, dan sebagainya. Dengan adanya sosialisasi standar
pelaku usaha ini bisa mengetahui baik buruknya pengolahan kerupuk yang
selama ini dijalankan.

Implementasi tersebut seharusnya ditunjang dengan komitmen
pemerintah daerah melalui beberapa kagiatan antara lain penyuluhan,
pelatihan/sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana seria pengujian mutu
hasil olahan.

Selain melaksanakan kebijakan perlu dukungan adanya anggaran
untuk menjalankan implementasi SNI pada UKM pengolah kerupuk agar
bisa berjalan dengan efektif dalam mencapai tuyjuan dan sasaran. Berikut
wawancara kepada instrumen:

“Anggaran untuk mendukung dalam pencapaian SNI bagi pengolah

dar Dinas tidak ada untuk tahun ini, untuk itu harus direncanakan

tahun imi  pelaksanaan untuk tahun depan”. (Wawancara

Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, 2 Pebruari 2018)

Untuk tahun ini anggaran mendukung penerapan SNI bagi pengolah
belum ada karena tahun kemaren tidak di anggarkan, karena tidak mudah
menganggarkan kegiatan tanpa perencanaan yang matang, penerapan SNI
ini memang sulit dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
kearah SNI, yang penting sekarang ini para pengolah diberikan pengetahuan
dengan cara pembinaan atau sosialisasi agar mereka ini mengerti tujuan dan
manfaat dari SNI itu sendiri. Hal ini juga sependapat dengan dinas lain,
berikut hasil wawancara:

“dari kami anggaran untuk membantu pengurusan SNI tidak ada, kami

hanya membantu keperluan UKM dalam pengurusan ijin yang
dibutuhkan serta mengadakan sosialisasi setiap tahun untuk para
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pengolah dengan sosialisasi ini para pengolah bisa mempunyai

wawasan dalam memajukan usahanya”. (wawancara John

Heriono/Kasi APKUP tanggal 26 Januan 2018)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa instansi ini mendukung
secara moral, tetapi masalah anggaran untuk membantu berjalannya SNI
dari instansi terkait belom ada, sedangkan menjalankan syarat-syarat SNI
semua butuh anggaran untuk mencapai tujuan. Selama im dinas hanya bisa
membatu pengurusan ijin yang diperlukan para pengolah, seadainya dapat
menganggarkan untuk menfasilitas mendapatkan SNI harus di anggarkan
tabun ini yang nanti pelaksanaaannya tahun depan. Selain bantuan tersebut
pemerintah daerab melalui dinas terkait harus mengadakan sosialisasi
tentang pentingnya menjalankan syarat-syarat SNI dalam memproduksi
olahan kerupuk. Dengan cara ini para pengolah dapat ilmu pengetahuan
dalam mengembangkan usahanya mulai pemilihan bahan baku vang
diperlukan serta penanpanan saat proses produksi sampai distribusi produk
yang dihasilkan. Ini hasi! wawancara dari aparat desa:

“dikelurahan ini tidak ada dana atau anggaran untuk melakukan

bantuan alat/pembinaan/melakukan sosialisasi ke para peugolah-

pengolah disini, kami bisanya sekarang iui membantu mempermudah

urusan perizinan yang diminta pengolah. Saya lihat pengolah di

sekitar sini sumberdaya yang dimiliki memang minim dan ibu-ibu

rumah tangga vang sudah berumur tua, walaupun seperti itu saya
bangga mempunyai warga yang bersemangat”. (wawancara Abdul

Gapur/Lurah Kutnai Hilir, 24 Januari 2018)

Hasil wawancara bahwa pengolah mi memang sumberdayanya masih
rendah karena yang mengolah kerupuk ini mayoritas ibu-ibu rumah tangga,
sehingga mengolah kerupuk ini sudah turun-temurun jadi tidak perlu harus

mempunyai sumberdaya yang tinggt cukup mau bekerja mengolah kerupuk.

Berikut wawancara kepada instrumen:
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“kami sering komunikasi dengan pengolah baik diundang maupun
tidak dwndang ke rumah-rumah pengolah karena kami ingin dekat
dengan pengolah untuk mengetahui kendala maupun harapan yang
diinginkan pengolah untuk memajukan usaha yang dijalani selama ini
agar berkembang Juas. Sumber daya yang dimiliki masyarakat ini rata-
rata sudah baik karena banyak informasi dan teknologi yang bisa
diakses oleh semua kalangan, buktinya desa ini sudah ada pengolah
yang sudah menerapkan SNI, ini merupakan scbagai contoh agar
pengolah yang lain juga mengikuti jejaknya untuk lebih giat
mengembangkan usahanya, kami sebagai aparat desa selalu
mendukung pengolahan agar tetap maju dan semangat dalam
meningkatkan produksi yang bermute”. (wawancara Mulkam/Kepala

Desa Sungai Kapitan, 31 Januari 2018)

Dari wawancara tersebut sumberdaya harus dipersiapkan yang
merupakan factor utama yang harus dimiliki pengolah dalam memajukan
usahanya. Apabila sumberdaya yang dimiliki terbatas membuat usaha yang
dijalani akan berkembang lambat. Masalah ini membutuhkan peran
pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah yang dibhadapi para
pelaku usaha kerupuk agar meraka bisa menjalankan usahanya tanpa ada
kendala. Pelaku usaha kerupuk ini sumberdaya manusia yang dimiliki masih
rendah pengetahuan dalam mengembangkan usahanya baik dari segi
penerapan pengolahan yang baik dan menjaga sanitasi peralatan untuk
menghasilkan produk yang aman. Dengan keterbatasan sumberdaya
manusia ini pengolah tdak optimal dalam wmemanajemen usaha yang
dilakukan serta catatan pembukuan sering tidak dilakukan.

Sumberdaya merupakan salah sate variabel yang mempenganihi
pelaksanaan kebijakan karena inempunyai peranan penting dalam

implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan

sudah jelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengarum

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43635.pdf
82

pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumberdaya merupakan
salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Sctiap tahap implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan
pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun
tidak kompeten di hidangnya.

Dalam menjalankan pengolah sesuai dengan standar operating
procedure UKM ini sering mengalami kesulitan disebabkan kurangnya
disiplin, kesadaran pada dinnya untuk melaksanakan yang baik. Ini hasil
wawancara dan pengamatan mengenai Standar Operating Prosedure yang
dilakukan pengolah kerupuk dalam menerapkan SNI:

“Selalu mengawasi karyawan saat bekerja mengolah kerupuk, karena

menerapkan SNI ini sangat sulit, apalagi mendisiplinkan karyawan

mengolah larus sesual aturan ini itu butuh waktu lama. dari
pembenahan tata ruang pengolahan, hasil produk di uji harus sesuai
standar baik aspek GMP dan aspek SSOP sesuai dengan aturan dan
petunjuk dari pemerintah”. (wawancara Syarifah Salmah/pengolah

tanggal 13 Januari 2018)

Pelaku usabha ini sudah menjalankan SSOP pada saat produksi,
menjatankan SSOP ini awalnya memang sulit dalam menjalankan secara
disiplin saat bekerja tetapt lama-lama karena ini tuntutan agar produk yang
dihasilkan terjamin aman dan berkualitas maka harus dipaksa untuk
melaksana secara tertib. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan

kesehatan yang harus dipenuhi, termasuk standar higieni, sebagai upaya

mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi
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jasad renik lainnya agar hasil perikanan yang dihasilkan dan dikonsumsi

tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia,

SSOP (Sanitation Standard Operating Prosedured) adalah Prosedur
Pelaksanaan Sanitasi Standar yang harus dipenuhi oleh suatu UPI (Unit
Pengolahan Ikan) khususnya kerupuk tenggiri untuk mencegah terjadinya
kontaminasi terhadap produk yang diolah. Tujuannya adalah untuk
memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian

keamanan pangan, serta meminimalisir kontaminasi.

GMP adalah carafteknik berproduksi yang baik dan benar untuk
menghasilkan produk yang benar memenuhi persyaratan keamanan dan
mutu. Tujuan memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar
pengendalian keamanan pangan dan meminimalisir kontaminasi. Selain itu
hasil wawancara pelakn usaha yang lain sebagai berikut:

“entah ini sesuai SOP apa tidak saya juga tidak tahu, ya begini

keadaan tempat produksi saya, trus gimana lagi tempat saya sempit

untuk membangun ya harus modal besar untuk itu, pokoknya saya
masih  produksi bisa mengolah kerupuk Jaku dipasarkan

dimasyarakat” (wawancara Umi Kalsum/pengolah tanggal 13 Januan
2018)

Menjalankan SSOP ini harus mempunyai rumah produksi sendin,
s¢lagi masih mengolah bergabung dengan tempat tinggai SSOP ini sulit
untuk dijalankan karena tata ruang proses produksi harus sesvai dengan
peruntukannya. Melaksanakan SSOP imi harus hat-hati pada saat proses
produksi karena hasil olahan ini makanan yang dikonsumsi konsumen agar
nantinya produk yang dipasarkan tidak tercemar bakteri atau bahan kimia.

Hal diatas sama dengan pengolah yang lain, ini hasil wawancaranya:
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“Saya tidak menerapkan SOP karena saya gak mau pakek aturan, saya

mengolah ikan saya kerok, giling, trus dicetak, direbus dimasukan

freezer lalu di potong dijemur dan dikemas itu saja saya jual selesal.

Saya tidak perduli sesuai dengan SOP atau tidak yang penting hasil

olahan laku dijuat dan tidak ada konsumen yang protes”. (Wawancara

Masitah/pengolah, tanggal 21 Januari 2018)

Dari hasi) wawancara dan pengamatan instrumen diatas dalam
menjalankan proses produksi pengolahan kerupuk masih ada penyimpangan
yang tidak sesuai dengan SOP, padaghal SOP ini bertyjuan unfuk
mempermudah langkah-langkah secara prosedw dalam melakukan
pengolahan yang efektif sesuai dengan tata cara yang baik agar produk yang
dihasilkan akan terjamin mutunya.

Dengan adanya SOP semua kegiatan pengolahan kerupuk dapat
terancang dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan prosedur. SOP
dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas
operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan
tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasitkan
produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Tathagati, 2014),
Adanya SOP akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan
peruszhaan, Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan membenkan
suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi pedoman karyawan dalam
melakukan tugasnya dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan
tugas masing masing karyawan. Sedangkan menurut Budihardjo (2014),
standar operasional prosedur (SOP) adalah suatu perangkat lunak pengatur,
yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunpgal

dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdaganpgan, yaitu
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Standar Nasional Indonesia, sehinpga dapat meningkatkan perlindungan
kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik
untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi
lingkungan hidup.

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah Peraturan
Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional
Pasal 3 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga
kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan,
keschatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Membantu kelancaran perdagangan.

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Agar Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat digunakan sebagai salah
satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya promosi penerapan
Standar Nasional Indonesia {(SNI). Konswnen perlu diberikan pemahaman
tentang manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan/organisasi yang menerapkan Standar Nasional
Indonesia (SNI).

Berikut pepjelasan tyjuan SNI dalam usaha pengolaban kerupuknya
bahwa:

“dengan adanya SNI ini produk saya lebih lancar penjualannya dan
sebelum mendapatkan SNI, dan penjualan bisa kemana-mana baik di
kota senditi maupun ke lvar negeri, kalau sudah mempunyai SNI
produk i1 sudah jelas terjamin kualitasnya.” (wawancara Syarifah
Salmah, tanggal 13 Januari 2018)
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Informan tersebut sudah mengerti arti pentingnya tujuan SNI sehingga
dalam menjalankan usahanya benar-benar serius setiap menjalankan proses
produksi selalu diperhatikan mulai persiapan bahan baku sampai produk di
distribusikan . Dengan mengetahui tujuan SNI hasil olahan yang dihasilkan
sudah layak dipasarkan dan kepercayaan terhadap produk dimasyarakat
akan bertambah. Tujuan SNI ini memang untuk melindungi para pengolah
dan konsumen dalam mewmproduksi hasil calaban. Dengan adanya jaminan
terhadap SNI ini masyarakat tidak akan ragu terhadap produk yang
dipasarkan. Adapun pelaku usaha yang belum mendapatkan SNI dalam
mengetahui tujuan SNI sebagzai berikut;

“kalau sudah SNI enak bisa dipasarkan ke mana-mana tetapi ya butuh

modal besar menuju SNi, rumah produksi sesuai alur, cara

mengolahnya sesuai dengan prosedur dan harus memakai baju kerja,
sarung tangan, tutup kepala, masker harus dibiasakan. Hasil olaban
jelas terjamin, bisa dijual ke luar. Semua butuh waktu dan proses
untuk ke situ, mulai sekarang menabung dulu untuk mendapatkan
semua itu”. (Wawancara Umi Kulsum/pengolah, tanggal i3 Januari

2018)

“kalau sudah SNI bisa bebas menjual kemana-mana, produk yang

diolah sudah jelas tejamin aman dan berkualitas sedangkau barang

saya dipasarkan disini selalu kehabisan terus”. (Wawancara Samsul

Badriyah/pengolah tanggal 14 Januari 2018)

Dari hasil wawancara kedua pengolah ini ada beberapa catatan penting
terkait dengan tujuan penerapan SNI dalam meningkatkan perlindungan
kepada konsumen, pelaku usaba, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik
untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestanan fungsi
lingkungan hidup. Dalam meningkatkan produk olahan dan meningkatkan

daya saing permasaran yang sesuai dengan standar para pengolah harus

mengetahui syarat-syarat yang wajib dilaksanakan dalam pengolahannya.
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Dari basil wawancara instrumen pengolahan kerupuk di Kecamatan
Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang penerapan dan pemahaman
SNI yang menjadikan syarat jaminan keamanan mutu bagi konsumen.

Pelaku usaha kerupuk harus diberi pengetahuan bagaimana pentingnya
produk yang mereka olah harus sesuai standar SNI, walaupun kenyataannya
dilapangan masih ada faktor yang menjadi penghambat para pengolah
kerupuk. Dalam hal ini pemerintah harus ikut serta untuk meningkatkan
standar dan kualitas produk olahan kerupuk dengan memperluas sosialisasi
dan monitoring penerapan SNI dengan harapan nantinya dapat
meningkatkan respon masyarakat tidak hanya dalam negeri tctapi juga ke
luar negeri karena dengan adanya standar SNI akan lebih dapat menjamin
kualitas kerupuk yang diolahnya.

Dalam penerapan SNI, baru sedikit produk vang diwajibkan
(mandatory) berlabei SNI, selebihnya masih bersifat sukarela {voluntary).
Berdasar pada Pasal 12 Ayat (2) PP 102/2000, SNI bersifat sukarela untuk
diterapkan oleb pelaku usaha, Namun, dalam hal SNI berkaitan dengan
kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarnan
fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis
dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis
dan atau parameter dalam SNI (Pasal 12 Ayat (3) PP 102/2000).

Ada banyak faktor yang menyebabkan penerapan SNI berjalan lambat
di Indonesia. Pertama, di sisi pengusaha, para eksportir lebih fokus untuk
memenuhi persyaratan internasional atau buyer, dibandingkan memenuhi

SNI. Untuk pasar lokal, produsen pun masih kurang kesadaran untuk
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menerapkan SNI yang bersifat sukarela karena dianggap menambah biaya
produksi.

Apalagi untuk tingkatan UMKM yang memiliki keterbatasan modal
dan proses produksi yang sederhana. Padahal, untuk konsumsi sehari-hari,
masyarakat banyak memanfaatkan produk-produk dari UMKM. Kedua, dari
aspek kelembagaan yang menyertifikasi dan menetapkan surat persetujuan
pemberian tanda (SPPT) SNL. Pemberian SPPT SNI dilakukan oleh pihak
ketiga (pemerintah atau swasta) yang sudah dinilai dan diakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang disebut sebagai lembaga
sertifikasi produk (LS Pro). Jumlah LS Pro yang ada masih terbatas baik
dari segi kuantitas dan kualitas personelnya.

Ketiga, masyarakat konsumen yang belum mengetahui dan peduli
tethadap mutu dan standar barang yang dikonsumsi. Pertimbangan harga
masih menjadi faktor utama dalam pemilihan barang, selain memang daya
beli masyarakat yang terbatas. Hal ini menjadi PR besar pemerintah untuk
mewujudkan pangan murah tapi tetap bermutu. Yang Keempat, aspek
regulasi SNI itu senairi. Berdasarkan evaluasi, beherapa SNI ternyata sulit
dipenuhi oleh produsen karena prosesnya yang berbeda atau kurang ramah
bagi pengusaha skala UMKM.

Untuk menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan produk dan
jasa yang bermutu, pemerintah harus menerspkan strategd baru dalam
penerapan SNI di Indonesia. Mulai dan aspek regulasi SNI agar lebih ramah
bagi UMKM yang bermodal kecil dan memiliki teknologi pengolahan

sederhana. Memberdayakan kelembapgaan di  daerah (UPTD dan
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laboratorium) untuk lebih berperan dalam sistem standar nasional (SSN)
schingga proses sertifikasi produk, monitoring, dan pengawasan dapat
berjalan lebih efektif dengan melibatkan pemerintah daerah. Kebijakan ini
tentunya perlu didukung dengan anggaran dan peningkatan SDM vang
kompeten. Yang Kelima, memberikan insentif bagi pengusaha/UMKM yang
mau menerapakan SNI, terutama yang masih bersifat sukarela (voluntary)
saperti pengurangan pajak atau pemotongan biaya sertifikasi. Dengan
sinergi antara Pemerintah Pusat, dacrah, produsen, dan konsumen, produk
Indonesia berstandar dapat cepat terwujud.

Dengan penerapan SNI tersebut diharapkan UKM memperoleh
manfaat seperti jaminan mutu, kepercayaan darni pihak yang berkepentingan
(partmer usaha, regulator), ineningkatkan daya saing produk, efisiensi proses
produksi, keteraturan dalam organisasi pelaku usaha (UKM), mampu
mengidentifikasi bila ada inasalah, serta perlindungan keselamatan,
keamanan atau kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan bhidup. UKM
yang mampu menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dapat
meningkatkan daya saingnya melalw peningkatan kualitas produk sesuai
standar tertentn, melakukan proses produksi secara efisien, dan
meningkatkan kualitas SDM dan manajemen organisasi.

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Kumai Kabupatcn
Kotawaringin Barat merupakan para pengolah kerupuk ikan yang menjadi
produk unggulan di Kabupaten, selain mengolah kerupuk ikan ada produk
lain di antaranya amplang, ikan asin, abon ikan, stik ikan, udang papai, dan

terasi. Semua hasil olahan dipasarkan di Kabupaten sendiri dan luar kota
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vang melipui Kabupaten Kotawaringin Tirnuf, Palanpka Raya dan
Banjarmasin.

UKM pengolah kerupuk ini dituntut untuk menghasitkan produk yang
berkualitas dan mutunya terjamin dalam memuaskan kons_umennya. Tetapi
dalam penerapannya SNI banyak kendala yang dihadapi oleh UKM yang
periama, keterbatasan modal dalam proses produksi ini merupakan factor
kendala yang utama bagi UKM dalam mengembangkan usahanya karena
modal yang dipakai untuk mengolah kerupuk modal sendiri yang jumlahnya
sangat terbatas, sedangkan mencari pinjaman dani bank UKM terkendala
dengan agunan yang menjadikan salah satu persyaratan wajib dani bank.
Sehingga dengan kendala tersebut UKM dalam mengolah kerupuk
semampunya modal yang dimiliki. Kedua keterbatasan bahan baku yang
tergantung pada cuaca, mayoritas UKM ini mengolah kerupuk tenggiri hasil
tangkapan nelayan schingga para pengolah kerupuk tergantung bahan
bakunya dengan para nelayan tersebut. Apabila nelayan tidak menghasitkan
tangkapan tenggin atau tangkapannya sedikit para pengolah kecil tidak
mengolah kerupuk. Sedangkan yang mempunyai modal besar mereka bisa
mendatangkan ikan dari luar kota. Ketiga sumber daya manusia, SDM yang
berpengalaman ini sangat berpengaruh dalam mengolah usaha kerupuk
yang dijalankan karena dengan SDM yang kurang wawasan, keterampilan
dalam inovasi produk akan mempengaruhi mutu produk yang di hasilkan.
Keempat sarana dan prasarana masih kurang, karena sarana yang dimiliki
UKM sangat minim, mereka mengotah kerupuk masih secara tradisional

bagi pengolah kecil sedangkan pengolah yang sudah besar atan mampu
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sudah menggunakan mesin, misalkan pengadon tepung dan ikan
menggunakan Kompor, Mixer, dandang kukusan biasa, pemotong kerupuk
ada yang sudah memakai mesin pemotong ada yang masih manual bagi
pengolah kecil.

Wawancara dan pengamatan instumen tentang bagaimana
menjalankan usaha kerupuk ini yang baik dan terjamin aman dikonsumsi:

“carannya yang pertama tempat produksi harus bersih, peralatan yang

digunakan sebelum dan sesudah dipakai harus dibersihkan,

penangganan bahan baku, proses produksi sampai distribusi harus
dilakukan dengan baik” (wawancara Syarifah Salmah/pengolah

tanggal 13 Januari 2018)

Kebersihan dalam menjalankan pengolahan menjadi facter penting
dan utama agar pengolahan yang dihasilkan benar-benar terjaga mutu dan
kwalitasnya. Menjadi pengolah harus sebelum dan sesudah melakukan
proses produksi harus dibersihkan agar binatang pengganggu tidak ada di
lingkungan ruang produksi, Selain itu juga penangganan bahan baku dan
produk sudah siap distribusikan harus benar-benar bersih dalam menjaga
kwalitas produk tersebut. Pengolah yang sudah menjalankan syarat SNI
sudah mengerti kebersihan dalam memproduksi olahan yang dijalankan.
Sedangkan informan yang belum menjalankan syarat SNI tentang proses
produksi dalam menjalankan usaha sebagai berikut;

“selama ini saya yakin bahwa kerupuk saya aman dikonsumsi, karena

saya mengolah kerupuk tanpa campuran bahan terlarang, buktinya

sampai sekarang kerupuk saya tetap diminati konsumen”. (wawancara

Rosdiana/pengolah tanggal 8 Januari 2018)

Para pelaku usaha ini percaya dengan olahan yang dijalankan selama

ini karena beranggapan bahwa produk yang diolah aman-aman saja,

meskipun tanpa menjalankan aspek GMP dan aspek SSOP. Masalah
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keamanan pangan yang masih banyak ditemukan adalah beredarnya produk-
produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, baik dan segi
cemaran biologis maupun kimia seperti pestisida dan logam berat, maupun
dari penggunaan bahan kimia yang dilarang untuk pangan atau bahan
tambahan pangan yang digunakan melebihi batas maksimum yang
ditetapkan. Terkait dengan keamanan produk pangan UKM dan IRT, isu
keamanan pangan yang masih sering muncul adalah penggunaan bahan
kimia yang dilarang untuk pangan baik sebagai pengawet, maupun sebagai
bahan tambahan uvntuk memperbaiki mutu produk. Hasil wawancara ini
sependapat dengan pengolal lain seperti:
“menurut saya selagi mengolah kerupuk dengan bahan baku ikan dan
memakai campur yang aman misalnya tepung, bumbu masak dan telur
pasti hasilnya kerupuk nanti pasti aman dikonsumsi”. (Wawancara
Masitah/pengolah tanggal 21 Januari 2018)
“kalau saya mengolah kerupuk ini memang benar-benar serius dan
hati-hatt karena ini dikonsumsi konsumen, misalnya saya harus
mencari itkan yang segar, tepungnya yang bagus dan bumbunya harus
bener-benar diukur agar enak hasilnya, tdak memakai borax”.
(wawancara Samsul Badriyah/Pengolah tanggal 14 Januari 2018)

Dari hasil wawancara di atas dalam menjalankan pengolahan kerupuk
semua tergantung pada dini sendin atau pemnilik usaha, karena pemilik usaha
menjadi penentu arah tujuan usaha yang dijalankan mau berkembangan atau
tetap begitu-begitu saja, apabila pemilik usaha kerupuk bersemangat dan
motivasi tinggi ini akan terus meningkatkan hasil produk olzhannya.

Aspek keamanan dan mutu pangan merupakan masalah utama dalam
suatu produk pangan. Menurut UL NO. 18 tahun 2012 tentang pangan pasal

71 dan 86 setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan
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wajib memenuhi standart keamanan dan mutu pangan guna mengendalikan
resiko bahaya pada pangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah
No.28 tahun 2004 tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan,
keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain
yang mengganggu, memgik an dan membahayakan manusia. IRT (Industri
Ruwaah Tangga) di bidang pangan sangat membutuhkan pembinaan agar
produk pangan yang dihasilkan baik dan aman bagi konsumennya schingga
memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Pangan yang aman dan bermutu harus tersedia bagi semua lapisan
masyarakat Indonesia. Setiap orang yang memproduksi dan
memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu
pangan guna mengendalikan risiko bahaya pada pangan, sehingga keamanan
pangan terjamin (UU no. 18 tahun 2012 pasal 71 dan 86). Selain itu, sanitasi
pangan harus dilakukan untuk menyelenggarakan keamanan pangan dan
harus memenuhi persyaratan standar keamanan panagn, dan dilakukan
dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan
peredaran pangan agar pangan aman untuk dikonsumst.

Pernenuhan persyaratan sanitasi saat proses produksi pangan olahan
dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik, yaitu cara
produksi pangan olahan yang baik (PP no. 28 tahun 2004 pasal 3). Cara
produksi makanan yang baik merupakan pedoman-pedoman mengenai cara
memproduksi makanan yang baik dengan memenuhi segala persyaratan

yang telah ditentukan. Cara produksi makanan yang baik bukan merupakan
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sistem yang baru di Indonesia karena sejak tahun 1978 telah dipublikasikan
oleh Departemen Kesehatan R1 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor 23/MEN.KES/SK/1/1978 tertanggal 24 Januari 1978 sebagai
pedoman cara produksi yang baik untuk makanan, Bangunan pabrik yang
higenis sangat penting untuk menunjang cara proses produksi yang baik.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan, ialah struktur bangunan,
keamanan, lay out pabrik yang baik, ruang yang cukup untuk memenuhi
tujuan produksi, dan pemisahan ruangan pengolahan dengan ruangan lain,
seperti gudang penyimpanan, dan fasilitas lain, pemilihan lokasi dan tata
letak pabrik harus sangat diperhatikan. Sehingga untuk memenuhi hal
tersebut perlu adanya tindakan lanjut mengenai pengendalian muta dan cara
produksi makanan yang baik. Kegiatan itu dimuiai dari pengendalian bahan
baku yang digunakan, proses produksi, produk setengah jadi dan pada saat
pengepakan (Prawirosentono, 2002) selain itu tempat/lokasi produksi, alat
dan fasilitas yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan yang
diberikan oleh Departemen Kesehatan Rl apar mendapatkan produk
makanan yang berkualitas seria Industni yang memproduksi terjamin

mutunya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerapan
Standar Nasional Indonesia

Dalam melaksanakan Standar Nasional Indonesia masih ada kendala
yang dihadapi para pelaku usaha di Kecamatan Kumai Kabupaten

Kotawaringin Barat. Meskipun SNI ini bertyjuan untuk menjamin konsumen
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dalam melindungi masyarakat dalam keamanan, kesehatan, keselamatan dan
lingkungan hidup. Dengan adanya kurang pemahaman tentang pentingnya
penerapan SNI ini mengakibatkan olahan yang dijalani berkembangannya
lambat dibandingkan pelaku usaha yang sudah memahami dalam menerapkan
SNI.

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagar suatu aktivitas
pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk mencapai
tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public tidak boleh bertentangan
dengan praktek-praktek social yang sudah ada dalam masyarakat schingga
mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

Penerapan standar merupakan sebagai parameter yang dapat di jadikan
acuan pengukuran oleh semua pelaku usaha untuk meningkatkan produk yang
dihasilkan agar mempunyai mutu yang baik bagi masyarakai. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan SNI pengolahan kerupuk yaitu:
a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendorong dalam implementasi kebijakan im sesuai dengan
hasil peneliban penuiis adalah sebagai berkut:

1) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektf apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertangpungjawab
dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dart ukuran dasar dan tujuan perlu
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dikomunikasikan schingga implementor mengetahui secara tepat ukuran
maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisas: merupakan suatu proses yang amat
kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan
tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang
berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar
implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan
sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.
Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan
harus mengerti secara jelas den akurat mengenahi maksud dan tujuan
kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan
spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang
akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan
mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang
optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius
mempengaruhi implementasi kebijakan,

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan
aspek komumikasi ini, yaitu:

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan,
yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (carity). Faktor pertama yang
mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang
mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah
dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua

yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaim bahwa
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petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus ditenma oleh para
pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi,
yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka penintah-
perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Ini hasil wawancara dan
pengamatan instrumen tentang sosialisasi SNI kepada pengolah:

“pesnah, itu kegiatan kami mengadakan sosialisasi agar UKM ini terus

berkembang dan maju dalam meningkatkan usahanya. UKM ini harus

dibimbing terus baik mengolahnya dan manajemen pembukuannya agar
tahu laporan penjualannya”. (Wawancara Philipus/Kabid. UKM dan

Pasar, tanggal 2 Pebruan 2018)

Sosialisasi dalam meningkatnya kemajuan para pengolah sudah pernah
dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam membantu para pelaku usaha agar
mempunyai pengetahuan tentang adanya P-IRT, Halal, SKP maupun SNI
semua itu harus dijelaskan kepada pengolah agar mereka mengetahui tujuan
dan sertifikat tersebut. Senng kali pengolah ini dalam proses produksi tidak
melakukan pencatat atau pembukuan sebagai laporan, hal ini karepa tidak
mampu membuat pembukuan hasil produksi. Sebagai instansi tidak bosan-
bosan untuk memhimbing agar para pelaku ini mampu menjalankan
manajemennya. Hal ini sama sependapat dengan instansi lain, berikut hasil

wawancara:

“Penerapan SNI sudah pernah disosialisasi ke para pengolah yang ada di
kecamatan kumai, tetapi namanya pengolah ada yang mau ada yang
tidak, karena banyak persyaratan yang harus dilengkapi, sebelum
mendapatkan SNI, pengolah harus mempunyai PIRT yang dikeluarkan
dari dinas kesehatan, Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI, SKP
dikeluarkan oleh Kementrian kelautan dan perikanan, lalu SNI yang
dikeluarkan oleh BSN. Kunci dan SNI ini harus mempunyat rumah
produksi yang sesuai alur proses, tidak boleh kontaminasi silang selain
itu hasil olahan harus di uji laboratorium sesuai standar yang berlakun”.
(Wawancara John Heriono/Kasi. APKUP, tanggal 26 Januari 2018)
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Dari hasil wawancara diatas instans: terkait sudah pemah melakukan
sosialisast masalah SNI dalam kegiatan pengolahan makanan. Dengan
diadakan sosialisasi ini para pengolah diharapkan bisa mempunyai wawasan
agar mengolah makanan jangan sampai asal-asalan, meskipun syarat SNI
cukup banyak yang harus dijalankan setidaknya para pengolah ini sudah
mempunyai gambaran manfaat dan tujuan tentang penerapan SNI. Semua harus
djalankan pelan-pelan apar nantinya sudah biasa menjalankan syarat SNI.
Syarat utama dari SNI yang harus dipenuhi para pengolah yattu mempunyai
rumah produksi sendin yang sesuai dengan tata ruang sesuai alur proses
produksi terhindari terjadinya Kkontaminasi silang terhadap produk yang
dihasilkan. Selain instansi terkait aparatur desa harus ikut andil dalam
mendukung agar para pengolah yang ada ini terus mengembangkan usahanya
berikut hasil wawancara;

Kalo dari desa tidak peruah, saya berkoordinasi dengan dinas-dinas
terkait untuk mendamping agar pengolah disini di bina dan dibimbing
agar pengolah terus maju”. {Wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai
Kapitan, tanggal 31 Januari 2018)
“Selama saya disini tidak pemnah disosialisasikan, entah kalo dari dinas-
dinas terkait. Saya aja baru tahu SN1 untuk produk kerupuk”.
(Wawancara Abdul Gapur/LLurah Kumai Hitir, Tanggal 24 Januari 2018)
Adanya kesepahaman tentang syarat SNI bagi pengolah untuk UKM di
Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan suatu pola pikir baru kepada
sasaran kebijakan. Dengan pemahaman mengerti arti penerapan SNI ind
merupakan dukungan yang dimiliki para pelaku usaha untuk membiasakan

menerapkan SNI dengan baik dan benar mulai penanganran bahan baku sampai

produk siap di distribusikan. Pemahaman int membuka pengetahuan untuk
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berlomba-lomba dalam meningkatkan produk yang berkualitas dan terjamin
mutunya.

Memang pemerintah daerah harus bisa memberikan semangat dan
dukungan agar para pengolah ini terus berkembang, dengan diadanya
sostalisasi ini memberikan pandangan pengetahuan bahwa SNI ini sangat
penting dalam menjalankan usaha olahan yang dijalankan bisa mendapat
jaminan mutu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap olahan
yang kita pasarkan,

2) Disposisi (Dispotition)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana,
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang
mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor.
Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mercka
akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda
dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengatlami banyak
masalah,

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran
pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah
penerimaan atau penolakan, dan intensitas dan respon tersebut. Para pelaksana
mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali
mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena
mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi

mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu
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dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran
program, Ini hasil wawancara dengan aparat pemerintah yang berwenang:

“wajar kalau pengolah ini mengalami kesulitan dalam menjalankan

syarat SNI, tidak mudah menjalankan itu, pembukuan keluar masuk

barang saja susah mengerjakan apalagi menjalankan syarat SNI”.

(Wawancara Pbilipus/Kabid UKM dan Pasar tanggzl 2 Pebruari 2018)

Para pengolah kerupuk merasa keberatan dalam menjalankan Syarat SNi
memang wajar pada saat proses produksi pegolahan kerupuk, semua syarat SNI
ini jika dilakukan memang belum mampu, apalagi para pengolah yang ada ini
rata-rata yang menjalankan ibu-ibu numah tangga yang usianya diatas 50 tahun.
Untuk waktn sekarang ini harus dibenahi pelan-pelan manajemen pengolahan
yang ada agar pemahaman untuk melangkah ke depan dalam menjalankan SNI
bisa terwujud. Semua harus bekerja sama baik para pengolah dan pemerintah
harus saling mendukung agar penerapan SNI bisa terwujud sesuai dengan
tujuan. Hal ini sependapat dengan wawancara :

“memang tidak mudah melakukan standar itu butuh waktu dan proses

lama untuk bisa menjalankan, kalo pengolah itu memang benar-benar

berjuang untuk maju itu bisa, kalo cuma mengolah laku dijual susah
menjaiankan sesuai standar”. (wawancara John Heriono/Kasi APKUP

tanggal 26 Januan 2018)

Dalam menjalankan proses produksi para pengolah ini sebisanya harus
menjalankan syarat SNi scbagai acuan dalam mengolah hasil makanan yang
dikonsumsi konsumen, kajau tidak diawali secara pelan-pelan ini akan menajdi
kebiasaan dalam memproduksi olahan. Mengolah ini harus diperhatikan dari
bahan baku sampai produk siap dipasarkan agar produk mi aman dikonsumsi.
Kedisiplinan dan menjaga kebersihan dalam proses produksi harus dijaga.
Beratnya para pelaku usaha ini dalam inenjalankan penerapan SNI sependapat

dengan aparat setempat, ini hasil wawancaranya:
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“gesulit apapun pengolah harus bisa menjalankan standar agar yang
diolah terjamin mutunya dan aman di konsumsi, karena kerupuk ini
produk makanan jangan asal-asalan laku dijual, memang standar ini sulit
tapi kalo kita sudah bisa menjalankan akan mudah kedepannya”.

(Wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan tanggal 31 Januar
2018)

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program
dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dan dukungan
pimpinan ini adalab menempatkan kebijakan menjadi prioritas program,
penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program,
memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan
karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup
guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka
mendukung dan bekerja secara tota! dalam melaksanakan kebijakan/program.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh
pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran
mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah
digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dan pelaksana kebijakan akan
membuat mercka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang,
fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak

mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
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b. Faktor Penghambat

Faktor yang mempengaruhi penghambat implementasi kebijakan
meliputi:

1) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, impiementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut
dapat berwujud swuberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan
sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi
kebijakan apar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas
menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian darn para
pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan
kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program,
adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada
sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang
dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana
prasarana.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan.
Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara
menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahu
tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung
kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyatasn

dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para
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pelaksana  dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana
melaksanakan kebijakan memiliki konseckuensi langsung seperti pelaksana
tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja schingga
menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan
organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Ini hasil
wawancara instramen terhadap terbatasanya sumberdaya manusia;
“kalo SDM untuk mengolah ini dilihat dari pendidikan emang rendah,
wawasann kurang, tetapt itu tergantung pemilik usaha ini kalau yang
mempunyai usaha disiplin, bisa memberi motivasi terhadap karyawan
semua inj bisa dikendalikan, karena mengolah kerupuk ini yang
terpenting bisa diajak kerjasama untuk menghasilkan kerupuk yang aman

dikonsumsi”. (Wawancara Syarifah Salmah/pengolah tanggal 13 Januari
2018)

Dalam menjalankan usaha factor sumberdaya manusia harus diperhatikan
untuk membantu mengembangkan usaha, kalau sumberdaya imi tidak mau
dituntut sesuai dengan perkembangan maka usaha yang dijalankan akan
berkembang lambat. Sumberdaya harus mendukung dan mempunyai motivasi
yang tinggi dalam memproduksi olahan agar bisa bersaing dengan hasil produk
yang lain. Jika sumberdaya tidak bisa mengikuti perkembangan dalam
wawasan, inovasi dan keterampilan maka produk yang diolah akan kalsh
bersaing dipasaran. Sehingga dapat medapatkan karyawan harus mempunyai
sumberdaya yang handal untuk mengembangkan dan memajukan usaha yang
dijalankan, Ini sependapat dengan wawancara pengolah yang lain:

“mengolah kerupuk tidak perlu SDM yang tinggi gak sanggup menggaji

nanti, yang penting SDM ini bisa mengolah kerupuk, disini SDM nya

memang rendah karena yang bekerja ibu-ibu sudah sebaya, dan juga

disini susah car karyawan jadi yang ada saya manfaatkan”. (Wawancara
Jumariyah/pengolah tanggal 20 Januari 2018)
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Kendala yang dihadapi pemilik usaha kerupuk dalam mencan karyawan
yang mempunyai wawasan, ketrampilan dan inovasi tinggi agar mampu
memngkatkan usaha yang dijalankan terus berkembang, memang sumberdaya
yang berpengalaman harus mengupah/menggaji besar juga karena sesuai
dengan kemampuannya, dengan keadaan ini pemilik usaha biasanya
memanfaatkan para ibu-ibu rumah tangga yang ada disekitar rumah dalam
membantu proses produksi, dengan masalah sepert1 itu pemilik berperan aktif
dalam mengawasi dan mendampingi pada saat produksi karena sumberdaya
yang dimiliki tidak mengetahui cara berproduksi yang baik dan benar. Dengan
adanya pengawasan ini untuk menghirdan hal-hal yang tidak dimginkan pada
hasil produk yang dihasilkan. Mencari SDM sebagai karyawan pengolahan
yang berpengalaman ini memang susah, hal ini sependapat dengan hasil
wawancara:

“SDM karyawan saya untuk mengolah kerupuk rendah banget karena
karyawan saya ibu-ibu sebaya saya, bagi saya mau bekerja mengolah
kerupuk di tempat saya sudah senang”. (wawancara Hj.
Mardiana/pengolah tanggal 9 Januari 2018)

“karyawan saya ini memang tidak berpendidikan, bisanya mengolah

kerupuk dan mau berkerja”’. (Wawancara Samsul Badriyah/pengolah

tanggal 14 Januari 2018)

Dari hasil kwdua wawancara bahwa sumberdaya manusia itu merupakan
factor yang sangat penting untuk memajukan suatu usaha untuk berkembang
terus. Keterbatasan sumberdaya manusia baik dari segi pendidikan,
pengetahuan dan ketrampilan sangat mempengaruhi terhadap manajemen
usaha yang dijalankan. Selain itu keterbatasan sumberdaya manuasi juga
menghambat untuk menerima teknologi baru dalam meningkatkan hasil olahan

yang lebih baik.
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Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dant
sumber daya manusia yang cukup  kualitas dan kuantitasnya. Kualitas
sumber daya manusia berkaitan dengan ketrampilan, dedikas, profesionalitas,
dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah
sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melengkapi seluruh
kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan noplementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan
sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah
satu dan aspek struktur yang penting dari setiap organisast adalah adanya
prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP
menjadi pedornan bagi setiap implementor dalam bertindak.

Pentingnya struktur organisasi dalam penerapan SNI pengolahan kerupuk
pada UKM yaitu memudahkan disposisi sesuai dengan paris komando dalam
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan SNI. Struktur organisasi yang
panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbuikan red-tape
yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.ini pada pgilirannya
menyebabkan aktivitas organisast tidak fleksibel.

Sementara menurut {cori Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok
variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1)

karakteristik dari masalah (tractability of the problems); (2) karakteristik
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kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation); (3)
variabel lingkungan (nonstatutory variables affccting implementations).

Struktur organisasi memiliki pengarub yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendirt. Aspek pertama adalah
mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart
operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator
dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dani tujuan
dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur
birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks
yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak
fleksibel. Ini hasil wawancara instrumen terhadap struktur birokrasi dalam
mewujudkan implementasi SNI pada UKM:

“struktur birokrasi dalam menerapan SNI untuk pengolah dan sesuai

dengan anggaran untuk melaksanakan itu, karena dari dinas tidak ada

anggaran dan fasilitas yang dimiliki para pengolabh/UKM untuk menuju
ke SNI belum semua ada, banyak persyaratan yang hams di sediakan
oleh UKM, gak gampang SNI ini dilakukan butuh persiapan matang dari
pengolahnya dan dokumen yang harus disiapkan”. (Wawancara

Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, tanggal 2 Pebruari 2018)

Pengolah kerupuk yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat imi
memang belum seluruhnya merjalankan sebagaimana mesti birokrasi struktur.
Namanya pengolahan yang dilakukan secara tradisional jadi belum tahu
bagaimana birokrasi yang harus dilakukan, apalagi tahunya hanya mengolah

dan menjual hasil olahannya. Ini yang menjadi kendala kurangnya informasi
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dan pengetahuan bagi para pelaku usaha bagi ibu-ibu rumah tangga. Dengan

hasil wawancara tersebut sependapat dengan:
“birokrasi dalam menjalankan syarat SNI ini memang harus dimulai dar
sekarang untuk menuju kesitu, memang semua butubh persiapan ulai
rumah produksi yang sesuai dengan alur proses, modal yang besar dan
disiplin dalam mengolah, dan dinas siap membantu dan membina para
pelaku usaha pengolah kerupuk ini, dinas ini tidak bosan-bosan setiap
bulan pembinaan agar para pengolah ini terus berkembang dalam

menjalankan usahanya”. (Wawancara John Heriono/Kasi. APKUP,
tanggal 26 Januari 2018)

Hasil wawancara di atas birokrasi yang ada pada UKM khususnya
pengolah kerupuk masih belum berjalan karena pengolah ini masih skala mikro
dan skala kecil jadi untuk melakukan birokrasi yang baik belum berjalan
dengan sempurna, sebagai dinas harus pelan-pelan mendampingi dan membina
agar birokrasi organisasi ini bisa dijalankan kedepannya. Selain itu sebagai
aparat desa juga berpendapat sebagai berikut:

“yang ada sekarang mi birokrasi untuk menjalankan SNI yang sesuai

anjuran pemerintah belum berjalan karena masih berat UKM ini

memenuhi persyaratannya, meskipun di desa ini sudah ada yang
mempunyai sertifikat SNI ini juga penubh perjuagan dan proses
mendapatkan SNI juga lama. Kami selalu berkomunikasi dengan dinas-
dinas lain agar UKM yang ada di desa inmi terus dibina dan bisa
berkembang dalam ivent promosi pameran-pameran  dalam
mempromosikan hasil olahannya”. (Wawancara Mulkam/Kepala Desa

Sungai Kapitan, tanggal 31 Januan 2018)

Pengolahan kerupuk ini yang menjalankan ibu-ibu rumah tangga yang
kerjaanya hanya mengolah dan menjual apabila menjalankan struktur birokrasi
sesuai dengan anjuran pemerintah masih jauh belum bisa berjalan, semua yang
dilakukan para pengolah ini masih tradisional kalau disurch menjalankan
sesuatu yang baru pasti banyak kendala terutama kebiasaan dan disiplin

terhadap prosedur yang ada belum terbiasa menjalankan birokrasi tersebut.

Kalau UKM vyang skala menengah mungkin struktur birokrasi sudah bisa
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dijalankan dengan baik, karena semua sudah tertata rapi sesuai kebutuhan dan
fungsinya. Sehingga lebih mudah untuk pengawasan dan pembinaannya,
Adapun hasil wawancara dari aparat lain sebagai benkut:

“birokrasi organisasi dalam implementasi SNI belum berjalan karena

tidak ada koordinasi satu dengan yang lain jadi saya juga tidak tahu harus

bagaimana, fungsi pokok SNI sendin kami belum paham sebagai aparat

pemerintah”. (Wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir, Tanggal 24

Januari 201 8)

Dari hasil wawancara bahwa struktur organisasi sangat berpengaruh
terhadap implementasi penerapan SNI pengolahan kerupuk pada UKM. Hal ini
disebabkkan kurangnya pengetahuan dan kesepahaman dengan arti pentingnya
dari penerapan SNI itu sendiri. Menurut Edward III dalam Rochyati, 2012,
masalah transmini juga terjadi manakala kebijakan vang akan
diimplenentasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena
tidak tersedianya saluran komunikasi dan sumberdaya (dana) yang memadai.
Akjbatnya frekuensi koordinasi dan sosialisasi sangat jarang dilakukan dan
menghambat implementasi.

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek
struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme
dan struktur organisasi pelaksana sendin. Mekanisme implementasi program
biasanya sudah ditetapkan melahn standar operating prosedur {SOP) yang
dicantumkan dalam guideling program/kebijakan. SOP yang baik
mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah
dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya
implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin

menghindari hal yang berbelit, panjang dan komplek. Struktur organisasi
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pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian
luar biasa dalam program secara cepat.

Dari variabel di atas dalam modetl yang dibangun oleh Edward memiliki
keterkaitan satu sama yang lain dalam mencapai tuwjuan dan sasaran
program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan
satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya; implementor
yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana
program/kebijakan dan program tidak akan optimal dalam mencapai tujuan
program, Begitu juga watak dari implementor kurang demokratis akan sangat

mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran,

C.Pembahasan

1. Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil
Menengah (UKM) pengolah kerupuk

Implementasi SNI pada UKM pengolahan kerupuk di Kabupaten
Kotawaringin Barat sampai saat im belum optimal seluruhnya dijalankan
secara maksimal karena menjalankan implementasi SNI sesuai dengan
standar sangat berat untuk dilakukan sehari-hari dalam proses mengoiah
kerupuk. Memang dalam menjalankan implementasi SNI menjamin produk
pangan dan mutu didalam proses produksi telah menjadi syarat wajib yang
harus dijalankan bagi para produsen pengolah kerupuk. Hal ini menjadi
factor yang penting untuk keselainatan konsumen dan keselamatan

masyarakat umumnya baik bagi pengolah sendiri, terutama untuk
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menlindungi pemasaran produk di hasilkan dan memelihara kepercayaan
konsumen terhadap mutu produk.

Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal 1 Peraturan
Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 bernisi tentang Standardisasi Nasional.

Standar Nasiona! Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang
berlaku secara nasional di Indonesia. Sasaran utama dalam pelaksanaan
standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia

(SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi
guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam neger.

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu alat
kebijakan pemerintah untuk melindungi dan memberikan kemudahan untuk
perdagangan yang lebih luas dalam memnasarkan produk yang di hasilkan
oleh para pelaku usaha, sehingga penerapan standar sangat penting dalam
melakukan peningkatan daya saing produk pengolahan kerupuk ini. Dengan
berlakunya standar ini bermanfaat untuk membernikan petunjuk kepada para
pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi perdagangan produk yang
berkualitas dalam melindungi konsumen untuk keselamatan, keamanan, dan
kesehatan.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak
memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan
tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negen
bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperiukan

penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan
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produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan
negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi hngkungan
hidup. Andaikata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk
maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti
halnya di negara-negara eropa yang produk- produknya memenuhi standar
nasional bahkan internasional.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal
dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu
Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan
kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat
lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, keschatan maupun pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi
Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Rl pada tanggal 10 November 2000.
Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15/1991 tentang
Standardisasi Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1991 tentang
Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang
Standarnisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan
penerapan SNI adalah :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya
gunaproduksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen,
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peluusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan,
keamanan, keschatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan
dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;

b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di
dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban
untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nsasional di bidang
standardisasi.

Jaminan mutu kerupuk yang dihasilkan menyangkut masalah tatacara
pelaku usaha mengolah kerupuk tersebut. Penerapan SNI ini untuk
menghasilkan jaminan mutu kerupuk harus didukung dengan menjalankan
aspek GMP dan aspeck SSOP sebagai satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan satu dengan yang lain.

Penerapan GMP harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan
proses pengolahan makanan baik oleh manajemen, karyawan, pemasok
bahan temmasuk tamu yang melakukan kunjungan. Informasi mengenai
proses penerpan GMP yang berlaku dilakukan untuk mencegah terjadinya
kontaminasi silang diantara berbagai produk yang diolah (Crammer, 2006).
Penerapan GMP secara keseluruhan di Indonesia disahkan menurut
keputusan Menteni Kesehatan RI Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098-
/Menkes/SK/V11/2003 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk
makanan.

Pada prinsipnya penerapan GMP yaitu tekmik atsu cara dalam

menjalankan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proses produksi
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mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan konsumen akhir dengan
tujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen bahwa
produk yang dihasilkan aman dan bermutu (layak dikonsumsi). Aman
berarti produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi tidak mengandung bahan
berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit, keracunan atau kecelakaan
yang merugikan konsumen akibat bahan kimia, mikrobiologi atau fisik.
Layak berarti kondisi produk menjamin makanan yang diproduksi adalah
layak untuk dikonsumsi manusia yaitu tidak mengalami kerusakan, berbau
busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai {Thaher, 2005)

Dari hasil pengamatan pengolah kerupuk masih belum optimal dalam
menjalankan standar GMP, masth banyak penyimmpangan yang dilakukan
pada saat melakukan proses produksi, hal ini disebabkan karena mereka
mengolah kerupuk ditempat dapur keluarga belum mempunyai rumah
produksi sendiri, kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Marcellino Brahmantio G, 2017
tentang Penerapan Good Manufacturing Practice pada Industri Kecil dan
menengah tentang Panpan yang menyimpulkan bahwa penerapan GMP
pada Industri Kecil dan Menengah di daerah-daerah masih belum

ilaksanakan. Hal ini ditujukkan dengan tidak seluruhnya Industri Kecil dan
Menengah tersebut melaksanakan criteria standar GMP yang ada pada
masing-mnasing aspek. Walaupun pada aspek produksi penerapan standar
GMP sudah sebagian dilakukan, tetapi untuk aspek pengendalian mutu

banyak standar yang belum dilaksanakan. Sedangkan pada ketiga aspek
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lainnya yaitu aspek karyawan, aspek samana dan prasarana serta aspek
dokumentasi ada sebagian besar belumn dilaksanakan,

Good Manufacturing Practices (GMP) memiliki beberapa pengertian
yang cukup mendasar yaitu :
1. Suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana ﬁmnproduksi makanan
agar amnan bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
2. Berist  penjelasan-penjelasan tentang persyaratan minimum dan
pengolahan umum yang harus dipenuhi dalam penanganan bahan pangan di
seluruh mata rantai pengolahan dari mulai bahan baku sampai produk akhir.

Good Manufacturing Practices meropakan suatu konsep manajemen
dalam bentuk prosedur dan mekanisme berproses yang tepat untuk
menghasilkan output yang memenuhi stindar dengan tingkat
ketidaksesuaian yang kecil. Good Manufacturing Practices yang dalam
bahasa indonesia dapat diterjemahkan menjadi Cara Produksi yang Baik
(CPB) diterapkan oleh industn yang produknya di konsumsi dan atau
digunakan oleh konsumen dengan tingkat resiko yang sedang sampai tinggi
seperti : produk obat-cbatan, produk makanan, produk kosmetik, produk
perlengkapan rumah tangga, dan semua industri yang terkait dengan
produksi produk tersebut. GMP secara luas berfokus dan berakibat pada
banyak aspck, baik aspek proses produksi maupun proses operasi dari
personelnya sendiri. Yang diutamakan dart GMP adalah agar tidak terjadi
kontaminast terhadap produk selama proses produksi hingga informasi
produk ke konsumen sehingga produk aman dikonsumsi atau digunakan

oleh konsumen. Termasuk dalain pengendalian GMP adalah faktor fisik
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(bangunan, mesin, peralatan, transportasi, konstruksi pabrik, dll), faktor
higienitas dan personel yang bekerja dan faktor kontrol operasi termasuk
pelatihan dan evaluasi GMP.

Good Manufacturing Practices (GMP) berisi penjelasan-penjelasan
tentang persyaratan minimum dan pengolahan umum yang harus dipenuhi
dalam penanganan bahan pangan di selurub mata rantai pengolahan dari
mulai bahan baku sampai produk akhir. Adanya penerapan Good
Manufacturing Practices (GMP) dalam industri pangan yang meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan maka perusahaan
dapat memberikan jaminan produk pangan yang bermutu dan aman
dikonsumsi yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk pangan dan unit usaha tersebut akan berkembang semakin
pesat.

Adapun manfaat dari penerapan Good Manufacturing Practices
{GMP) sebagai berikut:
1. Menjamin kualitas dan keamanan pangan
2. Meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan prouksi
3. Mengurangi kerugian dan pemborosan
4. Menjamin efisiensi penerapan HACCP
5. Memenuhi persyaratan peraturat/ spesifikasi/sandar
6. Meningkatkan image dan kompetensi perusahaan/organisasi
7. Meningkatkan kesempatan perusahaan/organisasi untuk memasuki pasar

global melalui produk/kemasan yang bebas bahan beracun (kimia, fisika
dan biologi)
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8. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk
9. Menjadi pendukung dari penerapan sistemn manajemen mutu

Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) merupakan suatu
prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya berhubungan
dengan seluruh fasilitas produksi atau area industri tidak terbatas pada
tahapan tertentu. Sanitasi merupakan cara pencegahan penyakit dengan
mengatur atau menghilangkan factor-faktor lingkungan yang saling terkait
dalam rantai perpindahan penyakit tersebut.

Penerapan SSOP yang dijalankan pelaku usaha pengolahan kerupuk
masih banyak penyimpangan pada saat berproduksi, ini akan berpengaruh
tethadap hasil olahan yang dilakukan, jika mengolah kerupuk hdak sesuai
dengan prosedumya yang baik maka akan menghasilkan produk yang
kurang baik juga. Walaupun pelaku ussha mengolah bergabung dengan
dapur keluarga jika mereka disiplin untuk mengolah sesuat prosedur
seharusnya bisa dijalankan, karena kurang kesadaran dalam menjalaukan
SSOP im maka pelaku usaha semaunya sendiri dalam mengolah kerupuk.

Dari hasil dilapangan inengenai aspek SSOP ini masih ada yang belum
dilaksanakan secara keseluruhan mulai darn kebersihan peralatan produksi,
pencegahan kontaminasi silang, sanitasi karyawan, pelabelan dan
penyimpanan, pengawasan binatang pengganggu. Hal ini sependapat dengan
temuan penelitian Ach T. dkk, 2013 tentang Evaluasi Prosedur Standar
Sanitasi Kerupuk Amplang di UD Sarina, yang menyimpulkan bahwa
perusahaan ini penerapan prosedur operasi standar untuk sanitasi (SSOP)

masih belum terlaksana dengan baik. Terdapat 3 tahapan kunci yang belum
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terlaksana dengan baik yaitu pencegahan kontaminasi silang, pengawasan
kondisi kesehatan personil dan menghilangkan hama dari unit pengotahan.

Agar Standar Nasional Indonesia (SNI} dapat digunakan sebagai salah
satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya promosi penerapan
Standar Nasional Indonesia (SNI}. Konsumen perlu diberikan pemahaman
tentang manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan/organisasi yang menerapkan Standar Nasional
Indonesia (SNI).

Pada dasamya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak
memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan
tidak dilarang Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri
bisa bersaing secara schat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan
pencrapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) terhadap semua bentuk kegiatan dan produk
dimaksudkan untuk inelindungi kepentingan umum, keamanan negara,
perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Andaikata Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diterapkan oleh semua
bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan
kemajuan di negen im. Seperti haloya di negara-negara eropa yang produk-
produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional.

Implementasi Standar Nasional Indonesia yang dilakukan para
pengolah kerupuk memang belum dijalankan secara optimal karena masih
ada kendala yang dihadapi oleh mercka. Dikarenakan tidak mudah untuk

melakukan sesuai dengan Standar yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan
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adanya kendala ini para pengolah kecil hanya mampu mengolah dengan
kemampuan yang dimilikinya. Pada dasamya pengolah menerapkan standar
pengolahan kerupuk yang dijalani ini memang kesulitan dan belum mampu
menjalankan untuk waktu sekarang, karena modai untuk membangun usaha
ini rata-rata pengolah menggunakan modal sendin, selain itu tempat

produksi masih bergabung dengan dapur keluarga.

2, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SNI pada UKM

pengolahan kerupuk

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagei suatu aktivitas
pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk
mencapai tujuan atau sasaran. Qleh karena itu kebijakan public tidak boleh
bertentangan dengan prakiek-praktek social yang sudah ada dalam
masyarakat sehingga mendapat resistensi ketika ditmplementasikan,

Factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Nasional
Indonesia hagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu factor pendukung dan
penghambat. Adapun factor pendukung meliputi pemahaman pengolah
kerupuk dalam melaksanakan syarat-syarat SNI dan lembaga terkait baik
dan pemerintah daerah maupun dari swasta. Dan factor penghambat
meliputi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki para pengolah,
terbatasnya modal yang dimiliki, terbatasnya sumber daya manuasia
terhadap motivasi penerapan SNI.

Dalam rangka mendukung penerapan SNI untuk pengolah kerupuk,

factor pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya arti SNI dan factor
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lembaga penunjang menjadi factor yang paling dipertimbangkan oleh pelaku
usaha dalam memutuskan melakukan penerapan SNI pada produk yang
dihasilkannya. Dengan itu diperlukan langkah-langkah untuk mendukung
dan menyemangati para pelaku usaha demgan cara mensosialisasikan dan
pendampingan terhadap penerapan SNI dalam menghasilkan produk yang
terjamin aman dikonsumsi. Dan juga diperlukan dukungan dari pemerintah
dalam bentuk sarana dan prasarana laboratorium uji kelayakan produk dan
dibutuhkan kebijakan pemangkasan waktu proses pengurusan SNI agar
pelaku usaha pengolahan kerupuk bisa cepat mendapatkan menggunakan
SPPT SNL

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar
Nasional Indonesia (SNI) menurut Edward II1 dalam Nugroho (2003:512)
yang mengemukakan empat factor penentu kebersihan implementasi, yaitu
komunikasi  (communication), sumberdaya (resources),  disposisi
(dispotition), struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI} pada Usaha Kecil
dan Menengah \UKM) dapat di analisa 2 faktor yang mempengaruhi
implementasi, Faktor tersebut meliputi pendukung dan penghambat dalam
menerapkan standar nasional Indonesia pada usaha keci! menengah adalah
sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam implementas: ini sesuai dengan hasil

penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi
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Komunikasi (comunication), merupakan  upaya untuk
mengkomunikasi kebijakan oleh instrumen kepada masyarakat {stakeholder)
atau sasaran kebijakan guna mendapatkan kesepahaman dengan sasaran
kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi
diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada
komunikan”. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar
para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan
dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut schingga tujuan dan
sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah harus berjalan
harmonis karena untuk mewujudkan suatu peraturan dan kebijakan harus
sama-sama bisa diajak kerjasama dalam menjalankan kebijakan untuk
mencapai tyjuan.

Adanya komunikasi ini agar kescpahaman dalam menjalankan tujuan
kebijakan akan memberikan pemikiran baru kepada sasaran kebijakan,
sehingga mereka dapat mencrapkan kegiatan Standar Nasional Indonesia
kepada para pelaku usaha. Sebagaimana yang ditemukan oleh Edward III di
dalam Nugroho (2003:512), langkah pertama untuk implementasi suatu
kebijakan agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah perlunya
pembuat kebijakan mengkomunikasikan kepada organisasi dan atau public,
menyediakan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan
tanggapan para pihak yang terlibat serta bagaimana struktur organisasi
pelaksana kebijakan (dalam hal ini Dinas Pentkanan) Namun sangat

disayangkan, dari pengamatan dan wawancara peneliti dengan para pelaku
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usaha pengolah kerupuk dengan implementor, ditemukan bahwa kegiatan
implementasi kebijakan ini belum dilakukan secara terus-menerus dengan
alasan kekurangan dana operasional.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab
dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para
pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu
dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran
maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat
kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan
tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang
berbeda juga akan melahirkan interprestasi yang berbeda pula. Agar
implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan
sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakikannya.
Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel
dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan
kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan
spesifikasi kebijakan sebenamya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya
yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan ape yang
akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan
hasi! yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor

secara serius mempengaruhi implemeutasi kebijakan.
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Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur
keberhasilan aspek komnunikasi ini, yaitu:

Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang
terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini
terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa
tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengab
jalan.

Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima
oleb para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan,
Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi
kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain
maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai
oleh kebijakan yang telah ditetapkan,

Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun
informasi yaug diberikan dalam pelaksanaan suatn komunikasi haruslah
jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah
yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan
kebingungan bag pelaksana di lapangan.

Pada dasarnya komunikasi penerapan SNI sudah di mformasikan ofeh
dinas-dinas terkait dan sudah disosialisasikan ke para petaku usaha pengolah
kerupuk tetapi UKM peugolah kerupuk masih berat untuk memenuhi

persyaratan yang dianjurkan pemerintah. Dengan keadaan mercka yang
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belum bisa menjalanan syarat SNI para pelaku usaha masih mengolah
kerupuk dengan kemampuannya dalam menghasilkan produk. Scdangkan
pelaku usaha yang sudah mendapatkan SNI ini terus berkembang dan bisa
bersaing dengan produk lain.

b. Disposisi (dispotition)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana,
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang
mempengaruhi  efektifitas implementasi kebijakan adalah  sikap
implementor. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dan kebijakan
maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan
mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan
mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan,
kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk inerespon program
kearah penerimaan atan penolakan, dan intensitas dan respon tersebut. Para
pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun
seringkali mengalami kepagalan dalam melaksanakan program secara tepat
karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara
sembunyli mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di
samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam
mencapai sasaran program.

Dukungan dani pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program
dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wyjud dari dukungan

pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program,
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penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program,
memperhatikan keseimmbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan
karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang
cukup guna membenkan insentif bagi para pelaksana program agar mereka
mendukung dan  bekerja secara total dalam  melaksanakan
kebijakan/program,

Faktor disposisi dalam implementasi penerapan SNI pada UKM
pengolah kerupuk adalah berkaitan dengan komitmen Pemerintah Daerah,
cenderung untuk melihat perilaku atan karakteristik dani pelaksana
kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus
dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalkan kejujuran dan komitmen yang
tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa
program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari
pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam
melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai edngan
peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu factor disposisi dalam mendukung implementasi menurut
Edward 111 dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai ‘“kemauan,
keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan
kebijakan tadi secara sungguh-sungguh schingga apa yang menjadi tujuan
kebijakan dapat diwujudkan”.

Hasil pengamatan dengan pengolah kerupuk dalan proses

pengolahannya pada umwunnya mengetahui dalam menjelaskan prosedur
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dalam mengolah kerupuk yang dilakukan mereka. Tetapi kenyataannya
dilapangan para pengolah dalam melakukan proses pengolahan kerupuk
semampunya saja untuk menjalankan implementasi. Walaupun dan dinas
terkait sudah mensosialisasikan dan mendampingi dalam proses produksi
tetapi kalau prosesnya masih jadi satu dengan dapur keluarga ini pasti tidak
bisa untuk menjalankan sesuai prosedur karena mengolah produk ini alur
dan tata ruang tidak boleh bolak balik dalam menjalankan proses mengolah
kerupuk.

Implementasi tersebut seharusnya ditunjang dengan komitmen
pemerintah daerah melalui beberapa kagiatan antara lain penyuluhan,
pelatiban/sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian niutu
hasil olahan, Menunut Edward III dalam Widode (2010:104-105)
mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara
efektif dan efisien, para pelaksana (implementers) tidak hanya mengetahui
apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan
kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauvan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Faktor Penghambat

Faktor — factor penghambat dalam implementasi ini sesuai dengan

hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1) Sumberdaya (Resources)
Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang memegang

peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan
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sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang
efektif dan efisien.

Sumberdaya yang ada masih janh dari standar yang ditentukan, karena
faktor sumberdaya ini sangat mempengaruhi proses dalam menjalankan
implementasi SNI untuk menerapkan sesuai dengan standar yang ada,
Terkaitan dengan segala sumber yang dapat digonakan untuk mendukung
keberhasilan implementasi yang meliputi sumberdaya manusia, anggaran,
fasilitas, informasi dan kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo
(2010:98) mengemukakan bahwa sumberdaya mempunyai peranan penting
dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam
implementasi anggaran untuk melaksanakan kebijakan sebab tanpa
dukungan angparan yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan
efeknf dalam mencapai tujuan dan sasaran,

Anggaran untuk menjalankan implementasi harus di bantu dengan
pemeiintah agar mercka semangat untuk menjalankannya, Kalau
mengharapkan dari pelaku kerupuk secara sepihak tidak akan berjalan
kecuali pengolah yang mempunyai anggaran usaha yang besar. Menerapkan
implementasi SNI ini memakan anggaran yang cukup besar sehingga pelaku
usaha yang kecil belum mampu mencapai kearah tersebut. Menjalankan
implementasi SNI harus dipersiapan mulai sckarang baik fasilitas maupun
angparannya untuk mendapatkan Sertifikat SNI dengan itu para pelaku
usaha pelan-pelan harus menjalankan syarat-syarat SNI agar produk yang
dihasilkan bisa tejamin mubhinya.

2) Struktur Organisasi {Bureucratic Structure)
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Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah
satu dan aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP).
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Efektif dan tidak efektifnya implementasi suatu kebijakan tergantung
pada struktur organisasi birokrasi. Menurut Edward 111 dalam widodo
(2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih
belum efektif karena ketidakefesienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi
im mencangkup aspel-aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan,
hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Aspek pertama adalah
struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu pnjang dan terfagmentasi
akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur
birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan
aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Aspek kedua adalah
mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart
Operation Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak
melenceng dan tujuan dan sasaran kebijakan.

Dalam menjalankan struktur organisasi dalam implementasi SNI
pengolahan kerupuk harus sgjalan dengan standar yang dikeluarkan
pemerintah. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:153), dua
karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi

kearah yang lebih baik adalah: melakukan Standar Operating Prosedure
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(SOP) dan pelaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang
memungkinkan para pegawal (atau pelaksana kebijakan/ administrator/
birckrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya
sesual dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya
penyebaran tanggungjawab kepiatan-kegratan atau aktivitas-aktivitas
pengawai diantara beberapa unit kerja.

Selain factor pendukung ada factor penghambat dalam penerapan SNI
bagi pengolah kerupuk. Faktor penghambat yang dirasakan oleh UKM
untuk mendapatkan SNI saat ini memang berat dijalankan sesuai
persyaratan yang harus dipenuhi sampai-sampar UKM ini tidak mampu
mengikuti persyaratan yang dianjurkan pemerintah, karena UKM ini
mayoritas industri skala rumah tangga schingga tidak mampu mengikuti
syarat yang diwajibkan pemerintah. Selain itu factor penghambat proses
pengolahan kerupuk salah satunya keterbatasan modal usaha yang dimiliki,
para pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya memakai modal sendiri
sehingga perkembangan usaha yang dijalani sulit berkembang, padahal
banyak bauk yang menawari pinjam untuk mengembangkan usahanya tetapi
mereka takut tidak mampu membayar dan juga tidak ada agunan jaminan ke
bank.

Dengan penghambat ini sudah jelas para pelaku usaha sulit untuk
mengembangkan usahanya secara cepat. Selain itu juga sumber daya
manuasi yang dimiliki para pelaku usaha ini masih rendah dalam
memotivasi kemajuan usaha dalam menerapkan SNI. Dengan keterbatasan

wawasan dan pengetahuan dapat mempengaruhi usaha yang dijalani, beda
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dengan pelaku usaha yang berani dan berjuang untuk kemajukan usahanya
pasti mau pinjam modal ke bank dan sumberdaya karyawan yang dimiliki

mempunyai motivasi tinggi dalam mendukung meningkatkan usahanya.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A, Simpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat membuat beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan SNI pada UKM pengolahan kerupuk di Kabupaten
Kotawaringin Barat belum dilaksanakan secafa optimal. Dikarenakan UKM
belum maksimal menjalankan syarat-syarat yang dianjurkan pemerintah dalam
melaksanakan pengolahan yang baik sesuai standar baik dari aspek GMP
maupun SSOP.

2. Factor-faktor yang mempengaruhi penerapan SNI yaitu factor pendukung yaitu
pemahaman UKM dalam menerapkan SNI dan lembaga terkait, dalam
menjalankan factor pendukung harus dikomunikasikan karena komunikasi
kunci keberhasilan implementasi SNI pada pengolah kerupuk agar mengetahui
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, disposisi dalam
mengembangkan, memberikan wawasan dari dinas terkait dalam memproduksi
hasil olaban yang benar-benar sesuai standar. Sedangkan faktor
penghambatnya dalam mendapatkan SNI yaitu terlalu berat persyaratan untuk
mendapatkan SNI dan prosesnya lama. Dikarena factor sumberdaya yang
dimiliki masih minim baik fasilitas, ketrampilan maupun anggaran, dan factor
struktur birokrasi yang dilakukan UKM belum sesuai dengan SOP. UKM
pengolah kerupuk ini beranggapan dengan adanya SOP malah mempersulit

dalam mengembangkan usahanya.
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B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis sarankan yaitu:

I. Dalarn mendukung implementasi kebijakan SNI perlu adanya campur
tangan pemerintah daerah tethadap UKM pengolah kerupuk baik dan segi
anggaran maupun bantuan sarana dan prasarana pengolahan kerupuk untuk
menghasilkan produk yang layak dan aman dikonsumsi.

2. Dalamn implementasi SNI pengolahan kerupuk factor pemahaman terhadap
manfaat dan tujuan SNI dan factor lembaga terkait yang menjadi factor
paling penting untuk memutuskan dalam penerapan SNL

3. Kebijakan Pemerintah dalam nenerapan SNI untuk melindungi dan
memberikan kemudahan untuk perdagangan yang lebih luas dalam

memasarkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku vsaha,
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Lampiran 1, Pertanyaan Pedormman Wawancara
Nama Intrumen

Tingkat Pendidikan:

Urmnur

Alamat

A. Yang diketahui implementasi

1. Apakah saudara tabu tentang implementasi/pelaksanaan pentingnya standar
nasional indonesia yang harus dilaksanakan pada pengolahan kerupuk?

2, Bagaiamana saudara meiaksanakan syarat SNI dalam mengolah kerupuk?
Bagaiaman saudara memproduksi kerupuk yang bisa terjamin aman
dikonsumsi?

4. Sudahkah saudara mencrapkan cara berproduksi yang baik dan benar/GMP
dalam mengolah kerupuk?

5. Sudahkan saudara menerapkan Sanitasi Standar Operasional Prosedur/SSOP
dalam pengolahan kerupuk?

6. Apakah saudara tahu prosedur pengolahan yang sesuai standar nasional
indonesia dalam menjamin produk yang bermutu?

7. Pemahkan pemerintah daerah/aparatur daerah yang mensosialisasikan tentang
pentingnya standar nasional Indonesia diterapkan pada pengolahan kerupuk?
Apakah saudara mengetahui manfaat dan tujuan standar nasional Indonesia?

9. Apakah saudara tahu syarat-syarat mendapat standar nasional indonesia pada
pengolahan kerupuk?

10. Bagaiamana proses pengurusan SNI kerupuk?

11. Dari mana sumber modal untuk usaha kerupuk ini?

12. Instansi mana yang membantu pengurusan/membina tentang standar nasional
Indonesia?

13. Apa kesulitannya saudara dalam pelaksanaan mencrapkan standar nasional
indonesia?

14. Berapa lama saudara memulai usaha pengolahan kerupuk?

15. Tahun berapa saudara mendapat SNI?

16. Berapa kilogram perhari/perminggu dalam mengolah kerupuk?

17. Jenis alat apa yang saudara miliki dalam mengolah kerupuk?
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18. Dipasarkan kemana saja kerupuk yang saudara olah?

19. Sertifikat apa yang saudara sudah miliki dalam mengolah kerupuk?

20. Pernahkan saudara mengikuti pelatihan/sosialisasi tentang pengolahan
kerupuk yang baik dan benar sesuai dengan standar?

21. Bagaimana SDM karyawan untuk mengolah kerupuk?

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat menerapkan standar nasional
Indonesia.

1. Bagaimana kesulitannya mengolah kerupuk sesuai standar yang di syaratkan
SNI?

2. Alasan saudara melakukan pengolahan kerupuk?

3. Keuntungan apa yang saudara peroleh selama melakukan pengolahan kerupuk?

4, Apa yang menjadi pendukung saudara melakukan pengolahan kerupuk yang
sesuai standar nasional?

5. Apa hambatan/kendala penerapan standar nasional Indonesia dalam
pengolahan kerupuk?

6. Bagaimana cara mengatasi hambatan/kendala pengolahan kerupuk yang belum
sesuai standar yang ditentukan? Mengapa demikian?
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Pertanyaan Pedoman Wawancara
Nama Intrumen

Tingkat Pendidikan:

Umur

Alamat

1. Sebagai aparatur dacrah dukungan apa yang diberikan para pengolah kerupuk
dalam menerapkan SNI?

2. Bagaimana saudara membina UKM agar dalam pembuatan kerupuk yang
dilakukan sesuai standar ditentukan pemerintah?

3. Pernahkah disosialisasikan pentingnya SNI kepada pengolah kerupuk?

4. Bantuan dan kebijakan apa yang diberikan kepada pengolah kerupuk dalam
menerapkan SNI untuk menghasilkan produk yang bermutu dan terjamin
dikonsumsi?

5. Pernahkah saundara memonitoring para pengolah kerumah-rumah saat proses
produksi?

6. Adakah kendala yang dibadapi pengolah kerupuk dalam menerapkan SNI
bagaimana mengatasi kendala tersebut?
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Kerup siap diwamai

pemotongar :rupuk
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